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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif antara Pemikiran Masdar F. Mas’udi dan Yusuf
)ardawi mengenai Hak-hak Reproduksi Istri” adalah hasil penelitian kepustakan untuk menjawab
lertanyaan tentang bagaimana pandangan Masdar F. Masudi mengenai hak-hak reproduksi istri?
)agaimana pandangan Yusuf Qardawi mengenai hak-hak reproduksi istri? dan apa persamaan dan
)erbedaan antara pandangan kedua tokoh tersebut mengenai hak-hak reproduksi istri?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (fext reading) dan
elanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan Masdar F. Mas’udi dan Yusuf
dardawi telah menyatakan bahwa secara kodratnya istri adalah pengemban fungsi reproduksi
imat manusia, sehingga segala haknya terkait dengan alat reproduksinya harus dijaga dan
liperhatikan secara serius. Namun, dalam pandangan kedua tokoh tersebut terdapat persamaan
lan perbedaannya terkait hak-hak reproduksi istri yang melingkupi tiga hal yaitu; hak
nenikmati hubungan seksual, hak menentukan kehamilan dan hak menentukan kelahiran.

Dalam pandangan Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi terdapat persamaan pandangan
erkait hak reproduksi istri di antaranya: Dalam hubungan seksual suami dianjurkan untuk
rerhias, memulai hubungan seksual dengan pendahuluan agar membangkitkan selera syahwat,
nengakhirinya secara bersamaan, suami tidak diperkenankan melakukan az/ kecuali atas izin
stri karena dapat merusak kenikmatanya, dan istri berhak menolak ajakan suami karena
erdapat uzur atau alasan tertentu. Dalam menentukan kehamilan, perlu adanya keseimbangan
ntara kuantitas dan kualitas anak, mengambil keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan
)ersama antara suami-istri, dan selain keduanya termasuk pemerintah dan tempat kerjanya
idak memiliki hak. Dalam menentukan kelahiran, istri (ibu) memiliki hak tersebut (walaupun
1sia janin di atas 120 hari) jika keselamatan jiwanya terancam dengan keberadaan janin.

Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan di antara Masdar F. Mas’udi dan Yusuf
dardawi. Dalam hubungan seksual, Masdar menyatakan bahwa antara suami dan istri memiliki
1ak yang sama dan setara, sedangkan bagi Qardawi bahwa secara fitrahnya suami memiliki
cedudukan lebih dibanding istri. Dalam menentukan kehamilan, Masdar menyatakan bahwa
nemiliki keturunan bukanlah tujuan nikah tapi sekedar harapan, sedangkan bagi Qardawi
vahwa memiliki keturunan adalah tujuan nikah. Di samping itu Masdar menyatakan bahwa
nenentukan kehamilan adalah pilihan bebas bagi suami-istri, sedangkan menurut Qardawi tidak
lemikian tapi harus disertai dengan alasan-alasan kuat tertentu. Dalam menentukan kelahiran,
viasdar menyatakan bahwa sebelum 120 hari terdapat hak menentukan kelahiran karena alasan
;konomi atau cacatnya janin, sedangkan bagi Qardawi bahwa sebelum 120 hari tetap tidak ada
1ak menentukan kelahiran walaupun karena alasan ekonomi atau cacatnya janin.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi pasangan suami-istri agar
nemenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Khususnya dalam hal ini, bagi seorang suami
litekankan untuk menjaga dan memperhatikan hak-hak istri terkait dengan alat reproduksinya,
carena mengingat perannya sebagai pengemban kelangsungan hidup manusia.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan makhluk seutuhnya sebagaimana laki-laki, memiliki
bentuk yang sempurna dilengkapi dengan akal pikiran dan hati nurani. Namun
dalam perjalanan kehidupannya terdapat banyak keunikan dan kontroversi.
Sejarah sendiri telah menunjukan, kedudukan perempuan seringkali dipersoalkan
dan diperdebatkan kapan pun dan di mana pun. Hal ini sangat berbeda dengan
laki-laki, hampir di seluruh belahan dunia, sejarah memandangnya sebagai
manusia sempurna yang tidak memiliki kecacatan sedikit pun, baik yang
disebabkan oleh ajaran agama maupun konstruks sosial-budaya.'

Pada zaman pra-Islam, mayoritas para intelektual muslim memandang kondisi
perempuan  scbagai scbuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan
memprihatinkan, karena perempuan diperlakukan secara rendah layaknya suatu benda,
obyek atau bahkan pemuas nafsu belaka, seperti tercermin dalam Tradisi Yunani Kuno,
Romawi Purba, Persia Purba’ dan Last but not least Tradisi Jahiliah (Arab Purba)

karena saat itu perempuan dianggap tidak lebih berharga dari suatu komoditas.’

! Syafiq Hasyim, Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam,
(Bandung: Mizan, 2001), 18

? Rogayah Buchorie, Wanita Islan: Scjaral, Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya, (Bandung;
Baitul Hikmah, 2006), 75

3 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 129



Selanjutnya Islam datang dengan sebuah pesan moral (aspek fundamental
agama) yaitu membebaskan umat manusia dari berbagai bentuk penindasan.’ Islam
memandang antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Secara
mendasar, yang menjadi nilai pembeda dihadapan tuhan bukanlah jenis kelamin, suku,
kebangsaan dan sebagainya, tapi amal dan ketakwaan (al-Hujurat: 13). Dengan
perspektif inilah, maka semua perbedaan antara perempuan dengan perempuan,
perempuan dengan laki-laki, dan laki-laki dengan laki-laki harus dianalisis.’

Secara garis besar memang antara laki-laki dan perempuan itu sama
derajatnya, akan tetapi dalam beberapa sisi kehidupan tidak menutup suatu
kemungkinan terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran di antara para ulama
terkait dengan kedudukan perempuan. Hal ini tidak lain karena dalam ajaran teks itu
sendiri, baik al-Quran maupun hadist, masih terbuka peluang terjadinya beragam
penafsiran, khususnya pada teks yang ada titik temunya dengan konstruk sosial-
budaya (patriarkhi) dan juga yang secara bahasanya mengindikasikan adanya
kedudukan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan.’®

Dalam hukum keluarga sendiri banyak terdapat pemahaman dan penafsiran
yang berbeda, seperti mengenai masalah presentase pembagian waris, monopoli
hak talak bagi suami, kebolehan poligami bagi suami, hak 7jbar bagi wali kepada

anak gadisnya, ketiadaan nusyuzbagi suami dan lain sebagainya.

* Siti Ruhaini Dzuhayatin. Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam
Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 12

5 Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasung: Bias Laki-laki dalam Penafsiran, (Yogyakarta:
LKIS, 2003), 68

® Sri Suhandjati Sukri, Bias Jender dalam Pemnaharnan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 11



Berbicara tentang perempuan dalam keluarga, di samping memiliki peran
sabagai istri, juga memiliki peran sebagai ibu Hal ini karena secara biologis
perempuan dilengkapi dengan vagina, ovum, rahim, payudara dan sebagainya.
Berbeda dengan laki-laki yang memiliki penis, sperma dan sebagainya. Perbedaan ini
bermuara pada perbedaan peran secara kodrati.” Maka tidak dapat dipungkiri, pihak
yang mengemban tugas terberat reproduksi umat manusia adalah perempuan.

Sebagaimana pedoman dasar yang dibangun dalam hukum perkawinan
bahwa perkawinan itu merupakan suatu perbuatan hukum dan tentunya
menimbulkan akibat hukum.® Maka ketika seorang laki-laki menikahi seorang
perempuan secara sah, konsekuensinya sebagai suami harus memenuhi hak-hak
istri, termasuk juga hak-hak terkait reproduksi istri. Hal ini sesuai dengan kaidah
fikih, yaitu “Ar-rida bi asy-syay’ rida bima yatawalladu minhu’?

Pada dasarnya peran reproduksi istri bermula dari hubungan seksual
(mujama’ah). Islam memandang hal ini sebagai proses yang harus dipersiapkan
dengan matang secara mental dan fisik. Secara mental, menjelang persetubuhan
harus ingat kepada Tuhan. Kemudian Secara fisik, tidak dibolehkan berhubungan
seksual dalam suatu kondisi yang tidak mendukung. Di samping itu, tidak
diperkenankan terjadi pemaksaan. Dalam al-Qur’an secara jelas dikemukakan

dalam surat an-Nisa ayat 19, yaitu “pergauilah istrimu dengan baik’."°

7 Sri Suhandjati Sukri, Pemahaman Islam dan Keadilan Jender, (Y ogyakarta: Gama Media, 2002), 167
* Sayyid Syabiq, Figh as-Sunnah, lilid 1I. (Kairo: Dar al-Fath, 1995), 217

® A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), 94

1° Syafiq Hasyim, Menakar Harga Perempuan (Bandung: Mizan, 1999), 116



Ironisnya tidak sedikit para ahli fikih yang memberikan kedudukan
istimewa kepada laki-laki dalam hubungan seksual. Sebagaimana yang tercermin
dalam beberapa kitab fikih, yang mendefinisikan nikah sebagai hak laki-laki atas
tubuh perempuan untuk tujuan penikmatan seksual. Meskipun dengan bahasa
yang berbeda-beda, tetapi ada kesepakatan dari mayoritas ulama mazhab empat
mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-
laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh perempuan, karena mereka
sepakat menyatakan bahwa pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki.""

Terkait dengan reproduksi istri, khususnya dalam hal kehamilan, kelahiran
dan menyusui. Islam memandang sangat empatik terhadap penderitaan seorang
perempuan, terutama saat melahirkan. Tidak ada satu ayat al-Quran pun yang
menggambarkan peristiwa kemanusiaan sepenting ayat tentang kehamilan,
kelahiran dan menyusui (al-Ahqaf: 15). Bahkan dalam ayat lain, Allah sampai
menggunakan istilah yang bernada 7a’gid (penguatan) yaitu Wahnan ‘Ala Wahnin,
yakni lemah di atas lemah (Lukman: 14)."” Hal ini menunjukkan bahwa diwajibkan
kepada selurub umat manusia, terutama seorang suami untuk serius memperhatikan
hak-hak reproduksi istri, agar proses reproduksi tersebut bisa terlaksana dengan
sehat, aman dan tidak menistakan baik bagi ibu maupun anak.

Dalam hal reproduksi, seorang anak merupakan hasil dari berbagai proscs

reproduksi yang dijalani oleh istri (ibu). Berbagai literatur fikih masih terdapat

'! Zaitunah Subhan, Menggagas Figh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: El-Kahfi, 2008),172
12 Hasyim, Menakar Harga Perempuan, 117



kontroversi mengenai siapa yang berhak penuh atas anak, tapi mayoritas ahli fikih
sepakat menyatakan, anak adalah hak ayah dan ibu secara bersama-sama, karena
keberadaannya merupakan hasil dari kerja sama keduanya (sperma dan ovum)."
Oleh karena itu, untuk memutuskan kapan mempunyai anak dan berapa jumlahnya
scharusnya istri juga memiliki hak, demi alasan kemaslahatan, baik berupa
kesehatan fisik maupun mental baginya dan anak yang dikandungnya."*

Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mencegah
kehamilan, tapi tidak serta-merta menjamin istri tidak akan hamil. Keputusan
hamil (menghidupkan) atau tidak (mematikan) merupakan kehendak Tuhan
sepenuhnya. Kehamilan yang tidak dikehendaki karena berbagai faktor mungkin
saja terjadi, bahkan dewasa ini seringkali terjadi. Lazim jika berikutnya muncul
permasalahan terkait boleh atau tidak istri menggugurkan kandungannya.

Secara prinsipil ajaran Islam melarang segala bentuk perusakan, pelukaan
dan pembunuhan terhadap manusia. Namun dalam kehidupan ini seringkali
dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Misalnya, menggugurkan janin
berarti membunuh jiwa yang hidup, tetapi membiarkannya terus hidup karena
alasan tertentu boleh jadi bisa mengakibatkan penderitaan atau bahkan kematian
pada ibu. Di samping itu, terdapat juga pilihan atau motif lain seperti;

pertimbangan ekonomi, sosial, politik, psikologis dan sebagainya.15

13 Subhan, Menggagas Figh, 175
4 Qukri, Bias Jender, 27
13 Subhan, Menggagas Figh, 178



Dalam wacana ke-Islam-an, permasalahan hak reproduksi istri bisa dibilang
merupakan suatu permasalahan yang cukup menarik untuk dikaji lebih jauh,
karena sifatnya yang aktual dan masih kontroversial. Sebagaimana diketahui,
banyak ditemukan tokoh-tokoh Islam, dalam berbagai bukunya, yang memberi
komentar seputar permasalahan tersebut, baik dari kalangan ulama Indonesia
maupun luar negeri. Terkait dengan penelitian ini, sosok Masdar F. Masudi dan
Yusuf Qardawi merupakan bagian dari tokoh-tokoh Islam yang memiliki corak
pemikiran tersendiri mengenai permasalahan hak reproduksi istri.

Masdar F. Mas’udi merupakan tokoh Islam Indonesia yang memberikan
perhatian serius terhadap permasalahan reproduksi perempuan. Sebagai Direktur
lembaga P3M, Masdar pun menjadikan forum itu sebagai sarana untuk
mengembangkan gagasannya terkait permasalahan tersebut. Bahkan lebih jauh,
Masdar menuangkan segenap gagasannya melalui berbagai dialog dan tulisan.
Salah satu karya tulisnya yang cukup monumental dan kontroversial adalah buku
yang berjudul “ Is/am dan Hak-hak Reproduksi Perempuan 16

Demikian pula dengan Y usuf Qardawi, merupakan tokoh dunia Islam yang juga
memberikan perhatian serupa terhadap permasalahan reproduksi perempuan. Apalagi
didukung dengan pengetahuaanya yang luas terhadap perempuan dan fakta-fakta yang

melingkupinya di dunia saat ini,'” sehingga lazim kiranya jika banyak fatwanya yang

16 Tautik Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Gender, (Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 2002),
189, lebih lanjut lihat Masdar F. Mas’udi, Jslarn dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Bandung: Mizan, 2000)

17 Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah Fi Figh al-Qardawi, Terj., Muhyiddin Mas
Rida, Wanita dalam Fikih al-Qaradhawi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 19
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teks yang mengandung berbagai penafsiran atau satu lafadz yang memiliki
kandungan makna lebih dari satu karena bahasanya tidak sarih atau ambigu.?°

Selanjutnya dalam hal terkait ketentuan hukum keluarga, menurut Masdar
bahwa ketentuan-ketentuan nash mengenai hukum keluarga yang bersifat teknis
adalah termasuk katagori zanni (ruang lingkup Jjtihadi), sehingga secara teoritis
bisa terjadi perubahan hukum, apalagi ketentuan itu ada keterkaitannya dengan
konstruk sosial-budaya (patriarkhi). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka
presentase pembagian waris, monopoli hak talak bagi suami, keterlibatan wali
dalam nikah dan sebagainya, adalah dapat dimodifikasi jika memang dipandang
sudah tidak bermuara lagi pada nilai kemaslahatan dan keadilan.'

Sedangkan menurut Qardawi bahwa ketentuan-ketentuan nash mengenai
hukum keluarga yang bersifat teknis lagi terperinci adalah termasuk kategori
gat’i, schingga secara teoritis tidak dapat berubah-ubah hukumnya karena secara
hakiki sudah sesuai dengan kemaslahatan manusia, yakni diindikasikan dengan
pembuat ketentuan tersebut adalah Allah yang tentu mengetahui sesuatu yang
lebih memaslahatkan bagi manusia.?* Lebih lanjut, untuk menghindari terjadinya
sualu penyimpangan, pertentangan dan konflik.?> Berdasarkan pemahaman
tersebut, maka presentase pembagian waris, keterlibatan wali dalam nikah dan

sebagainya, adalah pasti hukumnya dan tidak berubah-ubah sepanjang zaman.

20 yusuf Qardawi, al-Marji'iyyah al- ‘Ulya, (Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1993), 223

2! Mujamil Qamar, NU Liberal, (Bandung: Mizan, 2002), 203

22yusuf Qardawi, Dirasah Fi Figh Maqgasid asy-Syari‘ah, Tetj., Arif Munandar Riswanto, Figih
Magashid Syariah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 148-151

By usuf Qardawi, Madkhal FT Dirasah asy-Syari ‘ah al-Islamniyah, (Bairut:Muasasah ar-Risalah, 1993),186



Selain itu, masih terdapat perbcdaan mendasar di antara kedua tokoh
tersebut, yakni terkait kedudukan suami-istri dalam keluarga. Menurut Masdar
bahwa kedudukan suami-istri, secara menyeluruh tanpa terkecuali, adalah sama
dan setara, maka tidak sah jika suami dianggap memiliki kedudukan lebih dari
pada istri. Hal ini sesuai dengan implikasi dari ajaran gaf i, yaitu kesetaraan.**
Sedangkan menurut Qardawi, walaupun terdapat prinsip kesetaraan tapi tidak
dapat dipungkiri bahwa sacara fitrahnya suami memiliki kedudukan lebih dari
pada istri dalam hal mengurus dan bertanggung jawab.25 Di samping itu, dalam
hal-hal tertentu secara fitrahnya antara suami-istri tidak sepenuhnya sama.

Setelah memahami sepintas dari corak pemikiran Masdar F. Mas’udi dan
Yusuf Qardawi, maka kiranya terlihat jelas bahwa pemahaman kedua tokoh
tersebut sangat berbeda dan bersinggungan, lebih-lebih dalam hal yang muaranya
pada relasi suami-istri. Dengan Demikian, maka sangat menarik untuk dikaji dan
diteliti lebih jauh dalam bentuk perbandingan antara keduanya, sehingga dapat
ditemukan sisi persamaan dan perbedaannya, sekaligus mempertimbangkan mana
kiranya yang lebih tepat dan bermaslahah bagi pasangan suami-istri.

Namun dalam penelitian berikut ini lebih dikhususkan pada pemikiran
Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi mengenai masalah hak-hak reproduksi
istri, yang melingkupi tiga hal yaitu; hak menikmati hubungan seksual, hak

menentukan kehamilan dan hak menentukan kelahiran. Hal ini dikarenakan

* Mas’udi, /slam dan Hak-hak, 53-54
By usuf Qardawi, a/-Halal Wal Haram Fi al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), 193
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11

Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan’. Buku-buku ini pun
tidak sampai mengkaji secara detail dan spesifik tentang hak-hak reproduksi istri.
Di samping itu, berdasarkan pada penclusuran dan penyelidikan lebih
lanjut, sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji
tentang “Studi Komparatif antara Pemikiran Masdar F. Mas’udi dan Yusuf
Qardawi mengenai Hak-hak Reproduksi Istri’. Namun, terdapat beberapa hasil
penelitian/skripsi yang membahas terkait dengan pemikiran Masdar F. Mas’ udi
dan pemikiran Yusuf Qardawi, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Skripsi berjudul “Hak-hak Istri dalam Fikih Masdar F. Mas’udi’, oleh Ali
Maschar, tahun 2000. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana hak-hak istri dalam fikih?
b. Bagaimana pendapat Masdar F. Mas’udi tentang hak-hak istri?
2. Skripsi berjudul “Studi Komparatif antara Pemikiran Masdar F. Mas udi dan Y usuf
Qardawi tentang Konscp Hak Iljbar’, Sugeng Rianto, 2001. Rumusan masalahnya:
a. Bagaimana konsep hak ijbar menurut Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi?
b. Apa yang melatarbelakangi pandangan keduanya tentang konsep hak ijbar?
c. Apa persamaan dan perbedaan antara pendapat keduanya terkait konsep hak
ijbar dan bagaimana relevansinya dengan UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan?
3. Skripsi berjudul “Studi Komparatif antara Pemikiran Masdar F. Mas udi dan Y usuf
Qardawi tentang Zakat dan Pajak’, Nurul Hidayah, 2005. Rumusan masalahnya:

a. Apa pendapal Masdar F. Mas’udi dan Y usuf Qardawi tentang zakat dan pajak?
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b. Apa yang melatarbelakangi pemikiran keduanya tentang zakat dan pajak?

c. Apa persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang zakat dan pajak?

Di samping skripsi-skripsi di atas, masih terdapat juga skripsi-skripsi lain,

yang membahas mengenai pemikiran Masdar F. Mas’udi dan atau pemikiran

Y usuf Qardawi, di antaranya adalah sebagai berikut:

l.

2.

Wiwit Margiati. Studi Analisis terhadap Pemikiran Masdar F. Mas’udi
tentang Zakat dan Pajak. 2000.

Tirmidzi. Studi Komparatif Pemikiran Masdar F. Mas’udi dan Husen
Muhammad tentang Kepemimpinan Perempuan. 2009.

Maksud. Studi Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Yusuf Qardawi
tentang Pemilihan Jenis Kelamin Anak. 2003

Kurnia Ningsih. Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardawi dan Abu
Hanifah tentang Zakat Tanah Sewaan. 2000.

Nashir Fahmi. Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardawi dan Abu Zahral
tentang Ijtihad Kontemporer. 1999.

M. Nauval Haulili. Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardawi dan
Perundsng-undangan di Indonesia. 2004.

M. Habib Mabrur. Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardawi dan
Imam Malik tentang Zakat Piutang. 2004.

Ishaq Anwary. Studi Komparatif antara Pemikiran Masdar F. Mas ‘udi dan
Munawir Sadjali tentang Bagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan. 2004.

Berdasarkan pemaparan buku dan skripsi di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa belum ada penelitian mengenai hak-hak reproduksi istri dalam pandangan

Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya

penelitian ini karena sifatnya yang baru dan belum pernah dikaji sebelumnya oleh

peneliti-peneliti terdahulu, baik dalam bentuk skripsi atau pun yang lainnya.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan Masdar F. Mas’ udi tentang hak reproduksi istri.

2. Mendeskripsikan pandangan Y usuf Qardawi tentang hak reproduksi istri.
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3. Membandingkan antara pandangan Masdar F. Masudi dan Yusuf Qardawi
mengenai hak reproduksi istri, dengan menjelaskan sisi persamaan dan
perbedaan dari pandangan kedua tokoh terscbut.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kepentingan ilmiah, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
khazanah keilmuan dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi
para akademisi dalam penelitiaan berikutnya.

2. Kepentingan terapan, yaitu hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat
menambah cakrawalah pengetahuan mengenai hak-hak reproduksi istri bagi
khalayak umum, khususnya bagi penulis dan suami-istri yang sedang
membina kehidupan keluarga.

F. Definisi Operasional
Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan
judul penelitian ini, maka berikut ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk
didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh
undang-undang, peraturan dan sebagainya.”’

2. Sedangkan Reproduksi adalah proses pcngembang-biakan,28 yang dimulai

dari hubungan seksual suami-istri hingga kelahiran anak.

2 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 382
% Ibid, 950
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Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami
bahwa yang dimaksud dengan hak reproduksi istri adalah kewenangan untuk
berbuat sesuatu atau sesuatu yang diperoleh istri terkait dengan proscs
pengembangbiakan yang dijalaninya, yang melingkupi; hak menikmati hubungan
seksual, hak menentukan kehamilan dan hak menentukan kelahiran.

. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan
(Library Reseach). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakan adalah
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,
membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.29 Bahan-bahan
penelitian kepustakaan bisa berupa manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan
dokumen lainnya yang dianggap perlu.30
1. Data yang dikumpulkan

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library
Reseach), maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang berasal
dari kepustakaan yang melingkupi:

a. Data mengenai biografi intelektual Masdar F. Mas’udi dan Y usuf Qardawi.
b. Data mengenai metode ijtihad Masdar F. Masudi dan Y usuf Qardawi.
¢. Data mengenai pandangan Masdar F. Mas'udi dan Yusuf Qardawi

tentang hak-hak reproduksi istri.

2 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3
30 Nata, Metodologi Studi, 172
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2. Sumber Data

Untuk menjaga validitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan

dalam skripsi ini, maka sumber data primer lebih diutamakan yaitu data yang

diperoleh dari sumber pertama atau pengarangnya langsung. Di samping ity

didukung juga dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari

sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.3 ! Selain itu juga data

tersier yang berupa kamus dan sebagainya. Kemudian untuk menjamin

otentitas dan validitasnya, maka setiap kutipan diberi catatan kaki.

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini

di antaranya adalah:

1.

2.

Masdar F. Mas’udi, /slam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,
Mizan: Bandung. 2000.

Masdar F. Mas”udi, Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan,
dalam bukunya Lily Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat
Perempuan. Mizan: Bandung. 1999.

Masdar F. Mas’udi, Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan
Umat Islam, dalam bukunya Syafiq Hasyim, Menakar Harga
Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan
dalam Islam. Mizan: Bandung. 1999.

Masdar F. Mas’udi, Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning,
dalam bukunya Lies M. Marcoes-Natsir dkk., Wanita Islam Indonesia
dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual INIS: Jakarta. 1993.

Yusuf Qardawi, Al-Halal Wal Haram Fil Islam. Maktabah Wahbah:
Kairo. 1993.

Yusuf Qardawi, Fatawa Mu’asirah, Jilid. 1. Dar al-Qalam: Kairo.
2000.

Yusuf Qardawi, Fatawa Mu’asirah, Jilid. 1. Dar al-Wafa’: Kairo,
1993.

Yusuf Qardawi, Markaz Al-Mar’ah Fi Al-Hayah Al-Islamiyah. Terj.
Maktabah Wahbah: Kairo. 1996.

3Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), 221
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Adapun sumber data sckunder yang penulis gunakan dalam penelitian
ini di antaranya adalah:
1. Amru Abdul Karim Sa’dawi. Qadaya Al-Mar’ah Fi Figh Al-Qardawi,
Terj., Pustaka al-Kautsar: Jakarta. 2009.
2. Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris
Hingga Emansipatoris. LKIS: Yogyakarta. 2005.
Adapun sumber data tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah: Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indoncsia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
3. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis “Deskriptif-Komparatif”, yaitu metode yang menggambarkan dan
menjelaskan data sccara rinci dan sistematis schingga diperoleh pemahaman
yang mendalam dan menyeluruh.32 Kemudian setelah itu dibandingkan
dengan mencari titik parsamaan dan perbedaan serta mempertimbangkan
mana yang lebih tepat dan maslahah dari sisi perbedaan tersebut.
H. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan skripsi ini terarah sebagaimana yang diharapkan, maka
dalam penulisannya akan digunakan kerangka bab demi bab, kemudian dari bab-
bab tersebut dipecahkan menjadi sub-sub bab, kemudian juga dari sub-sub bab

tersebut dipecahkan menjadi beberapa anak sub bab. Untuk lebih jelasnya

mengenai hal tersebut, maka akan dipaparkan sebagai berikut:

32 Moh. Nazhir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62
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Bab perfama, yaitu Pendahuluan, yang melingkupi beberapa sub di
antaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan
Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian
dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, yaitu Pembahasan tentang pemikiran Masdar F. Mas’udi, yang
melingkupi beberapa sub di antaranya: Biografi Masdar F. Mas’udi, Metode
ljtihad Masdar F. Mas’udi dan yang terakhir adalah Pandangan Masdar F.
Mas’udi tentang Hak-hak Reproduksi Istri yang melingkupi: hak menikmati
hubungan seksual, hak menentukan kehamilan dan hak menentukan kelahiran.

Bab ketiga, yaitu Pembahasan tentang pemikiran Yusuf Qardawi, yang
melingkupi beberapa sub di antaranya: Biografi Yusuf Qardawi, Metode Ljtihad
Yusuf Qardawi dan yang terakhir adalah Pandangan Y usuf Qardawi tentang Hak-
hak Reproduksi Istri yang melingkupi: hak menikmati hubungan seksual, hak
menentukan kehamilan dan hak menent ukan kelahiran.

Bab keempat, yaitu Analisis Pembahasan, yang melingkupi beberapa sub di
antaranya: Persamaan pandangan antara Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi
tentang hak-hak reproduksi istri, dan Perbedaan pandangan antara Masdar F.
Mas’udi dan Y usuf Qardawi tentang hak-hak reproduksi istri sekaligus memilih
pendapat yang lebih tepat dan maslahah bagi reproduksi istri.

Bab kelima, yaitu Penutup. Bab ini adalah bab yang terakhir, yang di

dalamnya melingkupi dua sub di antaranya yaitu Kesimpulan dan Saran.



BAB II

HAK-HAK REPRODUKSI ISTRI
MENURUT PEMIKIRAN MASDAR F. MAS’UDI
A. Biografi Intelektual Masdar F. Mas’ udi

Masdar F. Mas’udi lahir pada tanggal 18 September 1954 M,' di dusun
Jombor, kelurahan Cipate, kecamatan Cilongok, Purwokerto. Dia dilahirkan dari
seorang Ibu bernama Hasanah dan ayah bernama Mas’udi Bin Abdurrahman yang
dikenal sebagai Kyai. la berasal dari keluarga yang agamis sehingga ketika
belajar di Sekolah Dasar, dia merangkap juga dengan mengaji.’

Masdar menempuh Sekolah Menengah Pertama di Pesantren Tegalrejo
Magelang yang diasuh oleh Kyai Khudlari, selama tiga tahun (1966-1969).
Kemudian dia melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah di Pesantren Krapyak
Yogyakarta yang diasuh Kyai Ali Ma’shum (1969-1975). Masdar kuliah di IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengambil Jurusan Syariah dan selesai
memperoleh gelar sarjana lengkap Doktorandus pada tahun 1979. Kemudian
Masdar kuliah S-2 Progam Filsafat di Universitas Indonesia pada tahun 1996.*

Tokoh yang diidolakan Masdar adalah Umar Bin Khathab, yang memiliki

ciri khas lecbih menekankan pemahaman maksud nash (magqasid al-nash) dari pada

! Budi Handrianto, 50 Tokoh Islarn Liberal Indonesis, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), 145

? Mujamil Qamar, NU Liberal, (Bandung: Mizan, 2002), 198

3 Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru,
(Yogyakarta: LKIS, 1994), 294

* Masdar F. Mas’udi, Menggagas Ulang Zakat, (Bandung: Mizan, 2005), v

18
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bunyi nash (dawahir al-nas). Adapun pemikir yang mempengaruhinya melalui
bacaan yang disukai adalah Ali Syari’ati, Muhammad Abduh, Muhammad Igbal,
Azhar Ali dan Hasan Hanafi. Di samping itu, Kyai Ali Ma’shum sebagai
fasilitator bagi kebebasan berfikirnya. Dia adalah kyai pesantren pada umumnya,
hanya saja memberi kebebasan khusus kepada Masdar untuk mencari.’

Pengalaman organisasi Masdar cukup banyak di antaranya; pernah menjadi
sebagai Wartawan dan Redaktur harian Jurnal Ekuin pada tahun 1982-1983,
Anggota Dewan Pengembangan pada Lembaga Kajian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM). Sejak Terbentuknya ICMI, Masdar
duduk sebagai Ketua Bidang Kajian Pemikiran Keagamaan.6 Masdar juga pernah
menjabat sebagai Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan
Masyarakat (P3M), Wakil Khatib Am Syuriah PBNU, Anggota Komisi Fatwa
MUI, Anggota Komisi Ombudsman Nasional, Dewan Etik Indonesia Corruption
Watch' dan pengasuh Pondok Pesantren al-Bayan, Cibadek, Sukabumi.?

Masdar F. Mas’udi memiliki keterkaitan dan kontribusi yang signifikan
bagi Ormas NU. Pada bulan Mei 1983, ada sebuah pertemuan bersejarah di
Jakarta yang dihadiri oleh 24 warga NU yang pro-pembaharuan (Majelis 24).
Dalam majelis ini didiskusikan berbagai gagasan yang ingin diajukan oleh

kelompok pembaharu pada MUNAS NU yang akan datang. Masdar F. Mas’udi

S Qamar, NU Liberal, 199

S Ibid, 200

7 Mas’udi, Menggagas Ulang, v
§ Handrianto, 50 7okoh, 145
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beserta Slamet Efendi Yusuf termasuk kategori scbagai pemimpin mahasiswa
dan pemikir muda NU yang paling menjanjikan.” Sehingga tidak heran jika dia
dikenal sebagai orang yang membidani lahirnya Khittah NU pada tahun 1984."

Pada tahun 1987, untuk pertama kalinya di bawah naungan Syuriah PBNU,
Masdar membuat gagasan membentuk sebuah halagah yang mengkaji ulang
secara kritis terhadap kitab kuning yang banyak dipelajari di pesantren. Baginya
hal ini sangat penting karena kitab kuning sebelumnya tidak pernah dipersoalkan
padahal tidak menjamin seluruhnya benar dan relevan. Namun hal ini mendapat
tentangan keras dari para kyai konservatif karena dianggap bertentangan dengan
tradisi sebelumnya, akhirnya halagah ini dihentikan dan baru dilanjutkan lagi
antara lain di Watucongol pada tahun 1988 dan di Muktamar NU ke-28."

Di samping itu, Masdar pernah mendapatkan tantangan keras dari dunia
Internasional, khususnya Mesir. Pada saat dia bersama stafnya Zuhairi Misrawi
akan menyelenggarakan sebuah acara “Pendidikan Islam Emansipatoris” untuk
mahasiswa Indonesia di Mesir tanggal 7-8 Februari 2004, acara tersebut diboikot
oleh sebagian besar organisasi mahasiswa yang ada di Mesir, bahkan Masdar dan
Zuhairi sempat mendapat ancaman akan dibunuh jika acaranya terus
dilaksanakan. Dengan demikian acara tersebut menjadi gagal, ironisnya berita ini

disyukuri oleh dunia internasional, khususnya yang anti Liberal."

® Bruinessen, NU- Tradisi, 133

'° Qamar, NU Liberal, 200

' Andree Feillard, NU Vis-a-vis Negara, (Yogyakarta: LKIS, 1999), 377

2 Hartono Ahmad Jaiz, Menangkal Bahaya JIL dan FIA, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2004), 105-115
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Masdar F. Mas’udi adalah seorang cendikiawan yang rajin menulis secara
serius dan tajam analisisnya. Dia sudah aktif menulis sejak mahasiswa, antara
lain mengasuh majalah kampus Arena di IAIN Sunan Kalijaga, Pelita, Amanah,
Warta NU dan Panji Masyarakat. Bersama dua rekannya dia menulis buku
Dinamika Kaum Santri (1982)." Selain itu tulisan-tulisannya juga biasa dimuat
dalam majalah Santri, Aula, Ululmul Qur’an, Studi Islamika, Pesantren dan juga
pada beberapa buku gabungan para penulis dan sebagainya.'

Selain itu, Masdar menulis sebuah buku berjudul “Agama Keadilan: Risalah
Zakal (Pajak) dalam Islam” (1991). Namun buku ini sudah berganti judul menjadi
“Menggagas Ulang Zakat sebagai Ftika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat”
(2005), karena pada buku pertama banyak pembaca yang salah memahami bahwa
zakat dan pajak itu sama saja, padahal maksudnya bahwa zakat pada dasarnya
adalah konsep etik atau moral, Sementara wujud institusional atau kelembagaannya
adalah pajak dan pembelanjaanya yang ada dalam kewenangan negara."

Buku tersebut merupakan buku yang provokatif karena idenya yang
dipandang baru dan kontroversial. Bahkan lewat buku tersebut, Masdar
dikatagorikan sebagai generasi pemikir 1990-an yang Iecbih memiliki keunggulan
dan mumpuni dari pada para pemikir sebelumnya. Hal ini karena dalam buku

tersebut, Masdar bukan hanya menawarkan rekonstruksi ajaran zakat (pajak),

"> Abdurrauf, Polernik, 194
'* Qomar, NU Liberal, 200
'3 Mas’udi, Menggagas Ulang, xii
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melainkan juga disertai dengan tafsir ulang (yang oleh Abdurrahman Wahid
dinyatakan cukup tuntas) terhadap metodologi hukumnya yaitu Qat’7 dan Zanni
yang tidak dilakukan oleh para intelektual sebelumnya.'’

Setelah menulis buku yang cukup provokatif tersebut, kemudian diikuti
dengan buku keduanya yaitu Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog
Figh Pemberdayaan (1997). Lewat buku ini, dia mengangkat derajat perempuan
yang sebelumnya masih dipahami sebagai makhluk nomer dua, separoh laki-laki
dan obyek semata. Ironisnya, gagasan yang diusung dan diperjuangkan oleh
Masdar tersebut, dianggap sia-sia oleh sebagian Aktifis Gender karena Masdar
sendiri melakukan diskriminasi terhadap perempuan yaitu praktek poligami."

Selanjutnya dalam buku Wajah Liberal Islam di Indonesia, Masdar menjadi
Kontributor dalam bentuk wawancara berjudul Keadilan Dulu Baru Potong Tangan.
Dalam buku Jjtihad Islam Liberal, ia menyumbangkan pendapat dalam tulisan berjudul
Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Perlu Ditinjau Ulang. Buku ini membuat heboh
publik karena pelaksanaan haji tidak terbatas pada S hari efektif (9-13 Dzulhijjah) saja,
tetapi juga sepanjang waktu tiga bulan (Syawal, Dzulga’dah dan Dzulhijjah).'®
Namun, sebenamya gagasan ini tidak baru kerena sebelumnya di Mesir, Muhammad

Syibl pernah mengutarakan ide tersebut dengan argumentasi yang hampir sama."’

16 Adnan Mahmud, Pemnikiran Islam Kontemporer di Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005),70
Y7 M. Nuzzaman, Kiai Husen Membela Perempuan, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), 98

'8 Hadrianto, 50 Tokoh, 146

1 Hartono Ahmad Jaiz, Ada Pennurtadan di IAIN, (Jakarta: al-Kautsar, 2006), 87
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Gagasan Masdar yang secara umum bersifat baru dan menggugat adalah akibat
dari kegelisahannya ketika masuk di dunia LSM dengan intensitas perjumpaan yang
tinggi dengan masalah sosial. Sedangkan dilihat pada konstruk pemikiran fikih yang
lama, justru tidak menemukan mana konsep Islam tentang kehidupan sosial yang
dinanti-nanti itu?® Hal ini discbabkan dumia pemikiran hukum Islam selama ini
bersifat juz’'iyah, kasuistik dan micro oriented, hanya berguna menangani persoalan
pasca kejadian, mengabaikan penanganan masalah strategis dan formalistik.?'

B. Metode ijtihad Masdar F. Mas’udi

Dalam khazanah Islam ada disiplin keilmuan yang disebut usul al-figh.
Disiplin ini bisa digunakan untuk menentukan sah-tidaknya suatu ajaran. Dalam
usul figh dijelaskan bahwa ada urutan-urutan sumber hukum. Sumber pertama
adalah al-Qur’an yang merupakan teks mutawattir, kemudian teks hadist shahih
yang masyhur, kemudian teks hadist shahih yang ahad. Jadi, pengambilan hukum
harus melalui jenjang-jenjang tersebut 2

Namun bagi Masdar F. Mas’udi, metode lama ini belum cukup memadai.
Dalam metode lama disebutkan bahwa teks yang gar’i adalah teks yang secara
bahasa jelas. Schingga apapun isi teks kalau itu jelas, maka dikatagorikan gar’i,
begitu pula sebaliknya. Terkait dengan masalah perempuan, jika metode ini

dipakai, perempuan akan berada dalam kesulitan karena banyak dalil yang

20 Qomar, NU Liberal, 202

2! Mas'udi, Meletakkan Kembali, 57-59

22 Masdar F. Mas’udi, “Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam: Sebuah
Pengalaman”, dalam Syafiq Hasim, Menakar Harga Perempuan. (Bandung: Mizan, 1999), 247
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menyudutkannya, yang umumnya shahih dan jelas teksnya. Oleh karena itu, jika
menginginkan suatu perubahan, maka harus ada perubahan terhadap metode
pengambilan hukum serta kategori hukum, seperti konsep gat ‘—zanni”

Menurut para mufasir gat ’j tidak terdapat dalam al-Qur’an. Dalam ilmu al-
Qur’an masalah gat’/—zanni tidak ikut menjadi pokok pembahasan karena para
mufasir berpendapat bahwa al-Qur’an itu dapat ditafsirkan dengan berbagai
pandangan dan mengandung banyak interpretasi. Pembahasan gat’i~zanni hanya
ditemukan di kalangan ahli ushul fikih, ketika mereka menganalisis kebenaran
sumber suatu dalil dan serta tunjukan kandungan dalil itu sendiri.?*

Masdar pun menegaskan demikian bahwa istilah gaf ’/~zanni memang tidak
terdapat baik dalam al-Qur’an maupun hadist. Ada ayat termasuk katagori gat’s
dan zanni adalah teori ulama fikih sendiri. Tapi kenapa teori ini hampir tidak
pernah digugat. Dugaan Masdar, lantaran keserupaannya yang kuat dengan teori
mubkam-mutasyabih yang terintrodusir langsung oleh al-Qur'an.”* Keduanya
sama-sama berangkat dari pemahaman terhadap teks ajaran dari sudut simantik
(bahasa), bukan dari sudut ide yang dipesankan oleh teks ajaran itu. Bedanya
adalah dalam penggunaannya yakni qat’i-zanni dikenakan untuk ayat-ayat

hukum, sedangkan muhkam-mutasyabih untuk ayat-ayat non-hukum ¢

2 Ibid

24 Dahlan, Ensiklopedi Hukum, 1454

25 Masdar F. Mas'udi, “Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan”, dalam Lily Zakiyah Munir,
Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan, (Bandung: Mizan, 1999), 22

26 Mas udi, Memahami Ajaran, 184
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Secara sederhana, wilayah ijtihad itu tcrgantung pada pendefinisian
tentang masalah gat’i dan zanni®' Masdar menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan gat’/ adalah ajaran-ajaran agama yang berupa nilai-nilai universal dan
fundamental, temasuk juga ketentuan normatif dalam al-Qur’an dan hadist
tentang baik-buruk dan halal-haram. Sedangkan zann/ adalah ajaran agama baik
dari al-Qur’an maupun hadist yang bersifat jabaran dari prinsip-prinsip yang
universal.”® Dengan demikian tidak dipersoalkan apakah teks itu dari sudut
bahasa bersifat tegas atau samar-samar, terus terang atau sindiran.”’

Ajaran-ajaran gat’i yang bersifat universal di antaranya adalah ajaran
kebebasan dan pertanggungjawaban individu, ajaran kesetaraan manusia
dihadapan Allah, ajaran keadilan, persamaan manusia di depan hukum, tidak
merugikan diri sendiri dan orang lain, kritik dan kontrol sosial, menepati janji
dan menjunjung kesepakatan, tolong-menolong, melindungi yang lemah,
musyawarah, kesetaraan suami-istri dan mu’asyarah bil ma’ruf. Kebenaran dan
keabsahan ajaran-ajaran ini, ada pada dirinya sendiri atau tidak perlu argument
di luar dirinya dan tidak terikat oleh ruang dan waktu, oleh situasi dan kondisi.*®

Adapun ajaran-ajaran zanni, pada umumnya bersifat partikular dan teknis-
operasional yang terikat oleh ruang dan waktu, situasi dan kondisi. Misalnya

hukum potong tangan bagi pencuri, presentase pembagian waris, dan

z Mas’udi, Reinterpretasi Ajaran, 25

2 Mas'udi, Is/lam dan Hak-hak, 33

2% Mas'udi, Memahami Ajaran, 184-185
39 Mas'udi, /s/am dan Hak-hak, 32
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sebagainya.’' Sehingga ada suatu kemungkinan bisa dirubah atau ditolak jika
sudah tidak mampu mewujudkan prinsip yang dicita-citakan.”> Namun menolak
hal-hal yang bersifat teknis bukan berarti menolak kebenaran suatu nash.*?

Sebagaimana para ulama terdahulu, pembagian syariat itu pada dua bidang
yaitu ubudiyah dan non-ubudiyah (muamalah). Jika semula ditetapkan bahwa
perubahan tidak boleh terjadi pada ketentuan ubudiyah tapi bisa terjadi pada
non-ubudiyah, maka bagi Masdar ajaran ubudiyah bisa berubah (karena scbagai
syariat, tetap non universal), tapi perubahan itu tidak perlu karena nilai
efektivitasnya sebagai syariat dalam mencapai tujuan tidak mungkin bisa diukur,
tergantung kesiapan ruhaniyah (bersifat sangat subyektif).**

Berbeda dengan syariat ubudiyah, syariat non-ubudiyah (muamalah) secara
teoritis bisa berubah, bahkan pada kondisi tertentu perubahan itu memang perlu
Hal ini karena syariat muamalah (termasuk keluarga) bagaimanapun peliknya
tetap bisa diukur segi efektivitasnya. Sehingga apabila pada suatu kondisi
tertenty, suatu syariat muamalah diduga keras tidak lagi efektif sebagai metode
atau syariat, maka suatu terobosan (modifikasi) pun bisa dilakukan sampai
keadaannya kembali normal atau sampai prinsip yang dicitakan terwujud. 3

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka pernyataan bahwa hukum

Islam harus bersumber pada al-Quran dan hadis tidak dengan serta merta salah.

Y bid, 39

2 Mas udi, Memahami Ajaran, 187

33 Mas’wdi, Reinterpretasi Ajaran, 25

34 Mas'wdi, Memahami Ajaran, 185-186.
% fbid, 186-187
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Jika yang dimaksud adalah ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis (yang secara
langsung atau tidak) mengemukakan prihal sistem keyakinan atau sistem nilai
yang universal, maka pernyataan itu benar. Tetapi jika yang dimaksud adalah
ayat-ayat dan hadist-hadist yang pada dasarnya ia sendiri merupakan ayat dan
hadis hukum, maka menurut Masdar, pernyataan tersebut tidak tepat.*® Oleh
karena itu ke-gat’i-an dan ke-zanni-an bukan diukur dari sudut formal
linguistiknya, tapi pada kandungan atau strata maknanya.’’

Berbeda dengan paham ortodoksi, yakni dalam memandang ajaran teks,
yang memiliki keterkaitan yang berlebihan terhadap teks.”® Dalam paham ini,
nash adalah wujud tunggal dari kebenaran mutlak yang harus dipedomani dan
tidak boleh ada kecenderungan untuk bergeser sedikitpun. Begitu pula berbeda
dengan paham realis yang menerima realitas begitu saja, sekalipun ajaran dalam
teks harus digugat, maka dalam hal ini teks lebih ditaklukkan oleh realitas.*”

Metode ijtihad Masdar sebagaimana di atas, disebut juga dengan
“pendekatan transformatif”’ yang merupakan alternatif dari paham ortodoksi dan
realis. Dalam ungkapannya yang lebih berterus terang, pendekatan ini berarti:

“Bahwa ayat-ayat yang terbaca dalam kitab suci itu pada hakikatnya
adalah obyektivitas atau verbalisasi (pengungkapan tersurat) terhadap
ide-ide kebaikan universal yang telah ditanamkan Tuhan dalam fitrah

manusia sejak awal mula (azaly). Dalam ungkapan schari-hari, orang
menyebut cita universal yang dihayati dalam diri setiap manusia itu

3¢ Masdar F. Mas’udi,  Meletakkan Kembali Maslahat scbagai Acuan Syariat”, dalam Zuhairi
Misrawi, Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU, (Jakarta: Kompas, 2004), 56-57

7 Mas’udi, Reinterpretasi Ajaran, 21-22

% Mas’udi, Meletakkan Kembali, 55

*® Mas'udi, Memahami Ajaran, 175-181
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disebut dengan suara nurani, yang olech Muhammad Rasulullah
dinyatakan satu-satunya lembaga terpercaya untuk dimintakan fatwanya.
Karena kedua-duanya (ayat suci dan suara nurani) datang dari Allah.
Bedanya yang pertama bersifat verbal (b7 harfin wa sautin, meminjam
ungkapan ahli kalam), dan akan berbunyi bila dibaca dan diterangkan.
Sedangkan yang kedua bersifat non-verbal (bila harfin wa sautin) yang
akan tetap bunyi dengan sendirinya, baik ketika didengarkan atau
diabaikan, dibiarkan atau dibungkam.™°
Dalam hubungannya, sejak awal syariat Islam sebenarnya tidak memiliki
tujuan lain kecuali “kemaslahatan manusia”*' Sehingga bagi Masdar, tawaran
teoritik (fjtihadiy) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung oleh nash ataupun
tidak, yang bisa menjamin kemaslahatan kemanusiaan, dalam kaca mata Islam
adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikanya.*?
Lebih lanjut, Masdar menyebutkan bahwa ketentuan formal dan legal
bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku Masyarakat. Segala persoalan
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus ditundukkan pada ketentuan
formal atau legal yang berlaku dan sah. Namun, pada saat yang sama hendaknya
selalu disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan formal atau legal haruslah
selalu tunduk pada cita kemaslahatan yang hidup dalam nurani masyarakat.*?
Dilihat dari segi muaranya, hal di atas senada dengan teologi dialektika
empirik yang bermuara pada terbangunnya kesesuaiaan antara realitas kehidupan

dengan semangat doktrin yang dinamis, bukan kesesuaiaan realitas pemahaman

dengan bunyi doktrin yang statis (dialcktika retorik). Dengan demikian, terlihat

* 1bid, 182

M Mas’udi, Meletakkan Kembali, 55
2 Ibid, 61

* Qomar, NU Liberal, 203
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jelas memiliki watak subtansial yang berorientasi pada nilai dan bersifat terbuka,
bukan watak formal yang orientasinya pada bentuk dan cenderung tertutup.**
Dengan paradigma di atas, maka ungkapan Imam Syafi’i yang selama ini
dipegang dalam dunia fikih “iza sahha al-hadis fabhuwa mazhabiy’, secara meyakinkan
perlu ditinjau kembali. Kaidah ini yang secara sistematis telah menggerakkan dunia
pemikiran, khusunya pemikiran hukum, yakni lebih mengutamakan bunyi harfiyah
nash dari pada kandungan subtansinya (legal-formal dari pada tuntutan kemaslahatan),
yang notabene merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, perlu menegakkan kaidah: “iza
sahhat al-maslahat fahiya mazhabiy” (jika tuntutan kemaslahatan telah menjadi sah
[melalui kesepakatan dalam musyawarah), maka itulah mazhabku).*’
. Pandangan Masdar F. Mas’udi tentang Hak Reproduksi Istri
Perempuan secara kodrati adalah pengemban fungsi reproduksi umat
manusia, yang meliputi mengandung, melahirkan dan merawat anak. Dalam al-
Qur’an fungsi kemanusiaan ini diapresiasikan demikian mendalam, yaitu:
e Oaivl ety dlisg S daogs S Wl alas Gt 4lig SLIYH Ko
Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada
dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah,
dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandungnya
sampai menyapihnya adalah tiga pulub bulan” (al-Ahqaf: 15).%°
Secara cksplisit, empati al-Qur’an menegaskan kepada manusia tentang

beban yang sangat berat yaitu beban reproduksi yang dipikul oleh kaum

* Masdar F. Mas’udi, “Teologi Rasionalistik dalam Islam: Suatu Telaah Kritis atas Teologi

Muktazilah”, dalam M. Masyhur Amin, Teologi Pembangunan Paradigma Baru Pemikiran Islam, 90

% Mas’udi, Meletakkan Kembali, 61-62
6 Depag R, al-Qur’an dan Terjemahnya, 824



perempuan scbagai seorang ibu. Bahkan dalam ayat lain (Lugman: 14) beban
reproduksi itu dilukiskan dengan istilah wahpan ‘ala wahnin yaitu beban berat
berlipat yang membuat seorang ibu menjadi lemah di atas lemah. 47

Ironisnya di masyarakat terdapat anggapan, perempuan (istri/ibu) itu
sangat rendah derajatnya dibanding laki-laki (suami/ayah). Secara tidak langsung
hal ini bersinggungan dengan ajaran nash. Hal ini bukan hanya dipengaruhi oleh
budaya tapi juga penafsiran terhadap agama. Maka dapat dipahami bahwa faktor
inilah yang sclama ini melemahkan perempuan. Padahal di mana ada kewajiban
atau beban begitu berat, seperti beban reproduksi istri, maka hak-haknya pun
tentu harus seimbang. Menurut Masdar, demikian itu adalah logika keadilian.*®

Sebelum membahas tentang hak-hak reproduksi istri, maka terlebih dahulu
dipaparkan pengertiannya. Secara sederhana, hak reproduksi istri adalah hak-hak
yang dimiliki istri (ibu) karecna memiliki fungsi reproduksi yang diberikan Tuhan,
schingga harus dijamin pemenuhan akan hak-haknya.*’ Dalam penclitian ini akan
dibahas secara detail, hak-hak reproduksi istri yang melingkupi: hak menikmati
hubungan seksual, hak menentukan kehamilan dan hak menentukan kelahiran.
C.1. Hak Menikmati Hubungan Scksual

Memang posisi perempuan sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga

sulit dibantah. Namun, Secara sosial cmpirik, pembagian perempuan scbagai istri

* Mas’udi, Jslam dan Hak-hak, 77-78
# Ibid, 80
49 Maria Ulfah Anshor, Fikilt Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi, (Jakarta: Kompas, 2006), 2
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dan lak-laki sebagai suami telah menjadikan perempuan sebagai obyek laki-laki.
Kondisi inilah yang sekian lama diresahkan oleh Masdar. Lebih lanjut, Masdar
menguak secara terperinci posisi perempuan sebagai obyek yang diajarkan dalam
kitab-kitab fikih, berupa meliputi keharusan agama atas istri untuk memenuhi
permintaan suami, terutama yang berkaitan dengan hasrat seksual.’

Dalam hubungan seksual antara suami-istri, jika bagi istri adalah sebagai
hak, maka baginya ada ruang untuk memilih apakah melakukannya atau tidak,
termasuk waktu dan caranya. Namun, jika semata-mata sebagai kewajiban, maka
baginya hanya ada satu pilihan yaitu melakukannya sekedar karena suami
menghendakinya, baik keadaan istri suka atau pun tidak. Dengan demikian jika
hubungan seks bagi istri sebagai hak, maka hal itu bisa merupakan kenikmatan
baginya, tetapi jika yang ada sebaliknya, maka tidak mustahil hubungan seks
bagi istri yang bersangkutan lebih dirasakan sebagai beban, bahkan derita.”’

Ironisnya, dalam pandangan ahli fikih, hubungan seks bagi istri lebih banyak
diajarkan sebagai kewajiban dari pada sebagai hak. Hal ini terkait dengan pandangan
konvensional yang dianut oleh kebanyakan masyarakat tradisional-agraris bahwa
seks adalah sebagai barang suci untuk menjamin keturunan (reproduksi). Hanya
kalangan masyarakat kota yang mulai berpandangan bahwa bagi istri seks juga

sebagai perangkat biologis yang dianugerahkan Tuhan untuk kenikmatan (rekreasi).

30 Jamhari, Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ommas Keagamaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2003), 45
5 Mas’udi, s/farn dan Hak-hak, 115-116
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Kedua pandangan di atas pada gilirannya mempengaruhi konsep pernikahan
itu sendiri. Bagi penganut pandangan perfama, terutama dari penganut Mazhab
Syafi’i, mendefinisikan pernikahan sebagai aqd tamiik (kontrak pernikahan).’?
Dengan pernikahan suami telah melakukan kontrak pembeliaan perangkat seks
sebagai alat melanjutkan keturunan dari perempuan yang dinikahinya. Dalam
konsep ini suami adalah pemilik sekaligus penguasa perangkat seks yang ada
pada tubuh istri dan juga anak yang dihasilkannya. Oleh karena itu, kapan dan di
mana serta bagaimana hubungan seks dilakukan sepenuhnya tergantung pada
suami. Sedangkan istri tidak punya pilihan lain kecuali melayani.

Adapun bagi penganut pandangan kedwa bahwa pernikahan bukanlah agd
tamlik melainkan hanya aqd ibahah (kontrak untuk membolehkan sesuatu [seks]
yang semula dilarang).’® Dengan pernikahan alat seks istri tetap merupakan milik
istri yang dinikahinya, hanya saja alat tersebut sudah menjadi halal untuk
dinikmati oleh seorang yang menjadi suaminya. Oleh karena itu, kapan dan di
mana hubungan seks dilakukan serta bagaiman caranya bukan semata-mata
urusan satu pihak yaitu suami, melainkan urusan berdua suami-istri.

Menurut pandangan Masdar, bahwa pemaksaan suami terhadap istri untuk
berhubungan seksual tidak dibolehkan karena beberapa alasan; Pertamas,
membolehkan hubungan seks suami-istri secara paksa, sama saja membolehkan

seseorang (suami) mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri),

z Ibid, dikutip dari Abdurrahman al-Jazairi, aLFigh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Vol. IV, 1-3
Ibid
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melalui ayat ini, al-Qur’an mengingatkan bahwa istri (dengan rahimnya) adalah
ladang bagi suami untuk menanamkan benih keturunannya. Oleh karena itu
janganlah kalian tanam itu benih tidak pada tempatnya, melalui duburnya. Di
samping itu, perbuatan tersebut dari sudut pandang kesehatan kurang aman.’®
Berdasarkan asbabun nuzulnya, maka jelas pesan ayat ini bukan untuk
memperlakukan perempuan semaunya, seolah ayat itu bicara masalah teknis
main seks. Bagi Masdar, rasanya terlalu sepele hal seperti itu diangkat al-Qur’an.
Lebih dari itu, menurut Masdar penggambaran istri sebagai “ladang” dalam
konteks masyarakat Madinah saat itu sebenarnya mengisyaratkan tingginya
harga istri karena di masyarakat Madinah tanah subur sebagai tempat persemaian
benih sangat terbatas karena itu sangat tinggi nilainya. Dengan demikian siapa
pun yang memanipulasi ayat ini untuk merendahkan perempuan, maka berarti
telah memutarbalikkan fakta sckaligus merendahkan keluhuran misi al-Qur’an.>
Selanjutnya, tedapat juga dalam pandangan keagamaan masyarakat Islam,
sebagaimana yang dibina dan tercermin dalam kitab kuning bahwa istri sebagai
obyek sedang suami sebagai subyek. Dalam pandangan mereka bahwa perempuan
diharuskan untuk memenuhi permintaan suami, terutama yang berkaitan dengan

pemenuhan hasrat seksual.”” Dengan argumentasi sebuah hadist;

G'Eby&Wtwow,a,ububsdsﬁ § o455 B3 3o

*Mas’udi, /s/am dan Hak-hak, 121

™ Ibid

60 Mas’udi, Perempuan di antara Lembaran, 158

6! al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nay/ al-Autar, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005),596
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Artinya: ‘Jika suami mengajak istrinya ke atas ranjang lapi ia menolak
sementara suami marah, maka malaikat melaknatinya sampai subuh’.

Dalam pandangan Masdar, tidak mungkin Rasulullah memberi senjata
untuk ketidakadilan suami kepada istri. Secara harfiah hadist ini memberikan
kesan tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dan mu’asyarah bil ma’ruf. Oleh
karena itu tidak heran jika banyak ulama menyarankan supaya hadis ini tidak
dipahami secara harfiah. Misalnya, Mustafa Muhammad ‘Imarah mengatakan
laknat malaikat terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa alasan. Wahbah Al-
Zuhayli berpendapat bahwa laknat dalam hadist itu harus diberi catatan yaitu
selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti.®*

Bahkan Masdar menegaskan, dalam kitab alMuhazzab, al-Syirazi
mengatakan bahwa jika istri tidak terangsang untuk melayaninya diperbolehkan
menawar dan menangguhkannya sampai batas 3 hari. Sedangkan bagi istri yang
sedang sakit, tidak wajib melayaninya sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap
memaksa, maka telah melanggar prinsip mu’asyarah bil ma’ruf dengan berbuat
aniaya kepada istri, yang justru seharusnya dilindungi.*® Lebih lanjut, ash-
Shan’ani mengartikan laknat tidak secara harfiah “kutukan”, tetapi secara majazi
yaitu suasana tegang di dalam rumah tangga akibat penolakan salah satu pihak.**

Ironisnya, terdapat juga suatu ajaran yang termaktub dalam kitab Ugud Al-

Lujayn bahwa suami boleh memukul istrinya karena tidak mau bersolek

52 Mas'udi, Jslam dan Hak-hak, 125, dikutip dari Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa
Adillatubu, 335

8 Ibid, 126, dikutip dari al-Syirazi, at Muhadzdzab, vol. II, 65

8 Ibid 126
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sementara suami menghendakinya atau karena menolak ajakan suaminya untuk
tidur bersama.®> Menurut Masdar ajaran ini jelas tidak sesuai dengan prinsip
mu’asyarah bil ma’ruf yang dibangun dalam Islam. Bahkan dipertegas bahwa
dalam Islam sesungguhnya tidak mengharapkan adanya pemukulan sama sekali
sebagaimana sunah Rasul yang sekali-kali tidak pernah memukul istrinya.%

Sebagaimana diketahui bahwa ketika istri sangat sering menolak ajakan
suami sedangkan suami tidak bersabar lagi, maka bisa jadi suami menggunakan
otoritasnya untuk mentalak istri. Menurut Masdar, jika yang terjadi sebaliknya,
maka istri pun berhak mengajukan ke pengadilan untuk memaksa suami, tapi jika
suami tetap demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi fasakh.®’

Menurut Masdar bahwa sebagai perlindungan terhadap istri agar sebisa
mungkin menikmati hubungan seks sebagaimana suami, maka terdapat beberapa
ajaran-ajaran Rasulullah yaitu; dianjurkan kepada kedua belah pihak suami-istri
sebelum berhubungan untuk berhias lebih dulu, dan juga memulainnya dengan
rayuan dan ciuman. Begitu juga ketika swami sudah lebih dalu mencapai
orgasme, maka hendaknya tidak terburu-buru mengeluarkan zakamya sampai
istrinya terpenuhi hajatnya. Bahkan secara tegas terdapat hadist yang disepakati
Imam Hanafi, Maliki dan Hambali bahwa dilarang bagi suami melakukan ‘az/

tanpa seizin istrinya karena dapat merusak kenikmatan istri.%

% Mas’udi, Potensi Perubahan, 245
% Mas'udi, /s/am dan Hak-hak, 124
7 Ibid, 127-128
8 Ibid, 130-131
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Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang
menjadi persoalan mendasar dalam hal hubungan seksual antara suami-istri
adalah menyangkut beberapa prinsip pokok yaitu prinsip kesetaraan, keadilan
dan saling menggauli secara ma’rufatau non diskriminasi.”

C.2. Hak Menentukan Kehamilan

Pada zaman dulu belum terkonsep secara mendetail tentang hak istri dalam
memilih kehamilan atau menolaknya, karena kehamilan lebih dipandang sebagai
kehendak Tuhan yang tidak bisa dikejar ataupun dihindari sehingga manusia
hanya tinggal pasrah. Akan tetapi, setelah ilmu pengetahuan dan teknologi
semakin maju, sesuatu yang semula dikenal sebagai wilayah takdir, saat ini mulai
dijelajahi sehingga kehamilan bisa dicari dan sekaligus dihindari.

Pada zaman sekarang pengaturan kehamilan lebih dikenal dengan istilah
“Keluarga Berencana” (famili planning/tanzim an-nasl), yaitu gerakan untuk
membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.”® Dalam
kenyataaanya, praktek ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, bahkan sudah
menjadi program pokok di beberapa Negara. Namun, di dalamnya masih terjadi
kontroversi di kalangan masyarakat, terutama masyarakat agama.

Di kalangan masyarakat tertentu, memiliki anak banyak adalah menjadi

suatu impian, seperti kata pepatah “banyak anak, banyak rezeki”. Bahkan telah di

*Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris,
(Yogyakarta: LKIS, 2005), 107
7 Depdiknas, KBBI 536
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lukiskan oleh al-Qur’an bahwa orang-orang Arab saat ilu menyombongkan diri
dengan harta dan anak yang banyak (as-Saba’: 35). Begitu juga pandangan
popupler di kalangan masyarakat jahiliyah bahwa hidup tanpa keturunan adalah
jalan buntu, sebagaimana Rasulullah pernah diperolokkan karena gagal
membangun keturunan.’' Padahal sebenarnya tujuan pokok dari suatu pernikahan
bukanlah untuk memiliki keturunan, karena jika tidak berhasil berarti pernikahan
boleh dibubarkan padahal memiliki anak adalah kehendak Tuhan sepenuhnya,
akan tetapi tujuannya untuk mewujudkan rasa kasih sayang antar suami istri.”

Di samping hal di atas, terdapat juga ajaran dari beberapa hadits yang
secara jelas dijadikan sebagi legitimasi pengharaman pengaturan kehamilan.
Adapun bunyi hadis-hadist tersebut adalah “fanakahu wa tanasalu” (menikahlah
dan perbanyaklah anak) dan juga hadis “fazawwaju al-wadud al-walud’
(nikahilah wanita yang pandai mencinta dan memperbanyak anak).

Namun, dalam pandangan Masdar bahwa hadits ini tidak bisa dipahami
secara sepihak, karena hanya menekankan pada kuantitas (jumlah). Padahal
pendirian Rasulullah justru selalu menekankan pada kualitas (mutu). Dalam
hadist lain Rasulullah sangat menyesalkan adanya kuantitas besar tapi tidak
diimbangi dengan kualitas yang semestinya.” Bagi Masdar pilihannya sederhana

yaitu punya anak yang saleh atau tidak punya sama sekali.”

"' Mas’udi, /s/am dan Hak-hak, 135

2 Ibid, 142

7 Ibid, 139, dikutip dari Mahmud Syaltut, al-Iskam ‘Aqgidah wa Syari’ah, 217
™ Ibid 145
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Pada umumnya, dalam menentukan kehamilan dapat diikhtiarkan melalui
hubungan seksual. Maksudnya, dalam keadaan normal, jika suami-istri
menginginkan anak, maka dapat melakukannya dengan berhubungan seksual.
Begitu pula sebaliknya, jika tidak menginginkan kehamilan, maka dapat
menghindarinya dengan tidak berhubungan atau berhubungan dengan alat
kontrasepsi. Namun, dalam hal ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang
pihak mana yang memiliki hak untuk menentukan kehamilan tersebut 7

Terkait dengan hak menetukan kehamilan, terdapat empat pendapat ulama.
Di antaranya adalah:’® perfama, pendapat Imam Ghazali (505 H) dari kalangan
Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa yang berhak memutuskan punya anak lagi
atau tidak adalah suami. Konsekusensinya, jika suami menghendaki anak, maka
istri tidak berhak berbuat apa pun selain menurutinya. Dasarnya ayat al-Qur’an
sendiri menyebutkan bahwa anak adalah milik suami (al-Baqarah: 233).

Kedua, pendapat Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak
menentukan punya anak atau tidak adalah keduanya yaitu suami-istri. Dasarnya
adalah anak tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi dari kedua pihak (suami-
istri). Dalam artian, bahwa anak berasal dari sperma suami dan ovum istri. Lebih
lanjut, hadist Rasulullah mewajibkan anak untuk melipatgandakan baktinya
kepada kedua orang tua, terutama ibu. Dengan demikian, punya anak atau tidak

adalah hak berdua suami istri, terutama istri sebagai ibu.

™ Ibid, 136
" Ibid 136-138, dikutip dari Syaltut, al-Islam, 214
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Ketiga, Ulama Hambali dan sebagian Ulama Syafi’i mengatakan bahwa
yang menentukan bukan hanya suami-istri, melainkan masyarakat juga dengan
menekan kepada keputusan suami-istri (orang tua). Dasarnya adalah karena
kebutuhan atau kemaslahatn masyarakat perlu diperhitungkan juga.

Keempat, mayoritas Ahli Hadits berpendapat scrupa dengan pendapat ketiga,
tapi titik tekannya pada kemaslahatan masyarakat. Konsekuensinya, meskipun
pasangan suami-istri menghendaki atau tidak, tapi kemaslahatan umum memutuskan
lain, maka harus diutamakan kemaslahatan umum (kepentingan Negara). Seperti,
Indonesia yang membatasi dan Singapura yang menganjurkan memperbanyak anak.

Dalam konteks ini, menurut Masdar bahwa yang harus digarisbawahi adalah,
bahwa seorang yang ingin hamil dan mempunyai anak dengan jumlah tertentu,
seharusnya menjadi pilihan bebas dari pihak yang bersangkutan, yaitu istri bersama
suami. Adapun pihak lain, termasuk pemerintah dan perusahaan tempat kerja, tidak
berhak untuk memaksakan kehendaknya walaupun dengan berbagai macam alasan.
Hal ini karena pada akhirnya yang akan menanggung semua resiko, baik resiko
kesehatan jasmani maupu mental adalah mereka berdua, terutama istri sebagai ibu”’

Pendirian Masdar di atas berdasarkan prinsip yang dianut dalam Islam
yaitu Musyawarah antara pihak-pihak yang berwewenang, yang mempunyai

urusan bersama (suami-istri).”® Hal ini sesuai dengan ayat berikut:

7 Ibid, 148-149
® Ibid, 137 dan 226



4]

skl RAESS) U 80 g k53T 05l 193805 gt ini ol
Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarah antara mercka; dan mercka menafkahkan sebagian dari

rezki yang Kami berikan kepada mereka” (asy-Syura: 38).”

Dalam hal terkait dengan ikhtiar pengaturan kehamilan, istri mempunyai
hak untuk menentukan alat kontrasepsi yang cocok dan tidak menimbulkan
banyak dampak negatif. Maka istri setidaknya memperoleh informasi yang benar
dan lengkap terkait dengan alat kontrasepsi dengan segala dampak dan akibat
bagi kesehatan. Adapun jika tidak tersedia alat kontrasepsi yang aman, maka
harus diterapkan pada suami. Misalnya dengan kondom, vasektomi atau digotong
berdua dengan pantang berkala. Oleh karena itu, yang utama dipertimbangkan
adalah keschatan dan keselaman pihak yang bersangkutan.®
C.3. Hak Menentukan Kelahiran

Penggunaan alat kontrasepsi merupakan suatu cara untuk mencegah
kehamilan, tapi tidak dengan serta-merta menjamin istri tidak akan hamil,
meskipun sudah didukung oleh kemajuaan Iptek. Keputusan hamil
(menghidupkan) atau tidak (mematikan) tetap merupakan urusan Tuhan.

Kehamilan yang tidak dikehendaki karena berbagai faktor mungkin saja terjadi,

atau bahkan kehamilan yang semula dikehendaki, tapi karena berbagai faktor

™ Depag Rl, al-Qur’an dan Tegjemahnys, 7189
%0 Mas’udi, Jslam dan Hak-hak, 149
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sehingga tidak dikehendaki kembali. Dalam keadaan demikian, tidak tertutup
kemungkinan akan terjadi tindakan berupa pengguguran kandungan (aborsi).*’

Secara sederhana, aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara
menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi
dilakukan dengan cara spontan atau keluarnya janin dengan cara paksa.™
Berdasarkan pengertian ini, maka ada dua jenis aborsi. pertama, aborsi spontan
yaitu tanpa disengaja (secara alamiah) seperti karcna penyakit, kecelakaan dan
sebagainya. Kedua, aborsi yang disengaja, pada aborsi yang kedua ini terbagi dua
yaitu karena indikasi medis (kesclamatan jiwa ibu) dan tanpa indikasi medis atau
permintaan pasien karena faktor ekonomi, kecantikan dan sebagainya.®.

Menurut Masdar, pada dasarnya dalam syariat Islam terdapat suatu prinsip
yaitu hifzun nafs yang berarti mutlaknya perlindungan atas kehidupan (al-
Maidah: 32), maka segala tindakan yang mengancam kehidupan termasuk
pengguguran kandungan (aborsi) dihukumi haram dalam Islam dan diancam
hukuman yang sangat berat. Begitu juga dalam Islam menganut kaidah fikih
bahwa “ad-darar yuzal”’yakni kemadharatan harus dihilangkan.*

Namun, hal ini menjadi berbeda jika kesclamatan jiwa ibu dihadapkan
dengan keselamatan jiwa anaknya yang masih berada dalam kandungan, maka

dalam hal ini kaidah yang dipakai dalam hukum Islam adalah:

81 ‘Umran, Is/arn dan KB, 104

8 Anshori, Fikih Aborsi, 33

8 bid 37

8 Mas"udi, /s/am dan Hak-hak, 150-151
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oyt Gy Jpaalt
Artinya: “Yang harus diambil adalah yang paling ringan mudharatnya 83

Kaidah fikih tersebut menegaskan bahwa jika ada dua kemahdharatan yang
sama-sama tidak bisa dihindari, maka yang harus diambil adalah yang paling
ringan kemahdharatannya. Dalam masalah pengguguran kandungan seperti di
atas, terdapat dua kemahdharatan yaitu antara kematian seorang ibu yang
mengandung dan juga kematian scorang anak yang masih berada dalam
kandungan, yang memang keduanya tidak dapat dihindari, sehingga mutlak
adanya salah satu tindakan yang harus diambil atau dipilih. 86

Menurut Masdar bahwa di antara dua kemadharatan tersebut yang harus
diutamakan adalah keselamatan ibu. Adapun alasannya: pertama, Ibu sudah jelas
hidup, sedangkan janin belum tentu hidup karena bisa dimungkinkan pada saat
lahir langsung meninggal. Kedua, Kematian seorang ibu deritanya akan dirasakan
oleh suami (ayah) dan anak-anaknya yang lain, tapi kematian janin belum tentu
membuat banyak orang menderita.®’ Dengan demikian, maka dalam keadaan
tertentu pengguguran kandungan dapat dikatakan sebagai salah satu metode
untuk melindungi hak reproduksi istri sebagai seorang ibu.

Janin yang berarti bakal bayi yang masih dalam kandungan® itu dapat

dikatagorikan sebagai manusia hidup. Namun demikian, yang disepakati para ulama

8 Ibid, 151, dikutip dari Jalal ad-Din as-Suyuthi, al-Asbal wa an-Nazhair, 60
86 :
Ibid 151
¥ Ibid, 152
88 Depdiknas, KBBI 458
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adalah pada janin yang sudah berusia di atas empat bulan (120 hari) sejak pembuahan,
yakni sesudah peniupan rub ke jasad manusia.** Sebagaimana dalam al-Qur’an dan
hadist disebutkan bahwa proses kejadian manusia meliputi dua tahap, yaitu tahap
penciptaan fisik (jasad manusia) dan tahap non-fisik yang berupa penuipan ruh.”

Berdasarkan pendirian di atas, menurut Masdar bahwa pengguguran janin di
atas usia empat bulan (120 hari), dengan tegas tidak bisa ditoleransi dengan alasan
apa pun, kecuali alasan keselamatan jiwa ibu. Jika dengan perhitungan medis diduga
keras keselamatan jiwa ibu bisa terancam, maka pengguguran ini diperbolehkan oleh
agama. Dalam pengguguran seperti ini disebut sebagai pengguguran darurat (al-isqat
ad-daruri), schingga berlaku kaidah fikih “Ad-darurah tubih al-mahdural’ yakni
keadaan dharurat bisa membolehkan sesuatu yang semula dilarang.”’

Sebagaimana dijelaskan di atas, pengguguran kandungan di atas 120 hari
tidak diperbolehkan kecuali demi keselamatan ibu, tapi bagi pengguguran di
bawah 120 hari masih diperselisihkan oleh para ulama. Dalam pandangan Masdar
bahwa aborsi di bawah 120 hari, bisa dilakukan atas pertimbangan atau alasan lain
yang bersifat non medis. Di antara alasan-alasan tersebut adalah; *>

Pertama, pertimbangan ekonomi. Dalam fikih, yang demikian ini disebut
pengguguran pilihan (al-isqath al-iktiyari) yaitu pengguguran bukan karena

kecelakaan dan bukan karena terpaksa. Kedua, senada dengan pendapat Ibnu

8 Mas'udi, /s/am dan Hak-hak, 152
%0 Anshor, Fikih Aborsi, 23

! Mas’udi, Islam dan Hak-hak, 153
2 Ibid 154 -155
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Wahban yaitu alasan terputusnya air susu ibu setelah tanda-tanda mengandung
terlihat, sementara ayah tidak sanggup membiayai ibu susuan dan dikhawatirkan
anaknya akan terlantar. Ketiga pertimbangan kondisi bayi sendiri yang kerena
sesuatu hal diduga keras membawa cacat bawaan berupa; hydrocephalus
(pembesaran kepala akibat tersumbatnya cairan otak), down syndrome
(pertumbuhan kromoson abnormal yang menyebabkan idiot) dan sebagainya.
Keempat, alasan asusila karena kandungan itu hasil pemerkosaan. Menurut
Masdar, peristiwa itu seringkali terjadi, maka berdasarkan nalar fikih bahwa
penguguran bayi hasil pemerkosaan lebih kurang buruk dibandingkan dengan
membunuhnya setelah bayi itu lahir seperti yang belakangan ini sering terjadi.
Oleh karena itu, demi menghindari dosa yang lebih besar yaitu membunuh bayi
tidak berdosa itu setelah lahir atau sesudah 120 hari (jelas diharamkan), maka
diperbolehkan pengguguran kandungan segera setelah terjadi pemerkosaan.
Pendirian Masdar di atas berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan
kepentingan yang lebih mendasar bagi suami-istri, terutama istri (ibu). Kemudian
berdasar pada kaidah fikih “tidak dianggap mungkar (mutlak wajib dihindari) sesuatu
yang masih diperselisihkan hukumnya, Namun dianggap mungkar (yang mutlak harus
dihindari) adalah sesuatu yang disepakati keharamannya’ Maka jika yang dipilih
adalah aborsi karena dianggap kemaslahatannya lebih utama, maka wajib diusahakan

pelaksanaannya secara medis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”

% Ibid, 156-158
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HAK-HAK REPRODUKSI ISTRI
MENURUT PEMIKIRAN YUSUF QARDAWI
A. Biografi Intelektual Yusuf Qardawi

Yusuf Qardawi lahir pada tanggal 9 September 1926 M. di desa Safat
Turab Mesir.' Dia berasal dari keluarga sederhana yang taat beragama. Ayahnya
seorang petani dan meninggal dunia ketika ia masih berusia 2 tahun. Sejak itu dia
diasuh dan dididik oleh pamannya, yang memberi perhatian besar kepadanya
bagaikan anaknya sendiri. Selanjutnya, dalam perjalanan kehidupannya pun tidak
terlepas dari dukungan keluarga pamannya yang juga agamis, sehingga lazim
kiranya ketika dia dewasa menjadi seorang yang taat menjalankan agama.’

Ketika berusia 5 tahun, Qardawi dimasukkan ke sebuah lembaga
pendidikan al-Qur’an (Kuttab) dan di sana mulai menghafal al-Qur’an schingga
pada usia 10 tahun berhasil menghafal al-Qur’an dan juga menguasai ilmu
Tilawah. Disamping itu, saat berusia 7 tahun juga dimasukkan ke Sekolah Dasar
al-Tlzamiyah yang dikelolah Depdiknas Mesir. Dengan demikian, Qardawi
mendapat pendidikan dari dua lembaga, yaitu pada pagi hari ia belajar berbagai

ilmu pengetahuan umum di SD dan pada sore hari ia baru belajar al-Qur’an.’

' Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah Fi Figh al-Qardawi, Terj., Muhyiddin Mas
Rida, Wanita dalam Fikih al-Qaradhawi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 3
2 Nina M. Armando, Ensiklopedi Islarn, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove, 2005), 322
3 .
Ibid
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Setelah selesai Sekolah Dasar, Qardawi melanjutkan pendidikannya ke
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum di Thantha, di
sana ia bertemu dan mendengarkan pertama kali ceramah Syaikh Hasan al-Banna
dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah ke-1941, pada saat itu dia masih
berusia 14 tahun.' Dalam pendidikan tingkat menengah, berhasil ia selesaikan
dengan prestasi memuaskan dan ia tetap mempertahankan prestasi itu ketika ia
menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar
sehingga ia lulus dengan predikat terbaik pada tahun 1952/ 1953.°

Yusuf Qardawi belum puas dengan pendidikan yang diterimanya dari
Ushuluddin sehingga ia melanjutkan pendidikan ke Jurusan Bahasa Arab selama
2 tahun di Universitas yang sama. Di Jurusan ini pun, ia lulus dengan peringkat
pertama di antara 500 mahasiswa dan memperoleh ijazah internasional dan juga
sertifikat mengajar. Kemudian ia melanjutkan studi ke Lembaga Tinggi Riset
dan Penelitian Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun
1960, ia melanjutkan studi di Pascasarjana (Dirasah al-Ulya) di Universitas al-
Azhar Cairo, dengan mengambil Jurusan Tafsir Hadist atau Akidah-Filsafat.°

Setelah menyelesaikan progam Magister, Yusuf Qardawi langsung
melanjutkan studi ke program Doktoral dan menulis disertasi berjudul Figh az-

Zakah. Pada program ini yang lazimnya hanya ditempuh 2 tahun, baru dapat

* Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 4
* Armando, Ensiklopedi Islam, 322
¢ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove,1996),1448
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diselesaikan dalam waktu 13 tahun. Keterlambatan itu bukan karena kemampuan
akademiknya lemah atau kelalaiannya, tapi karena dampak langsung dari krisis
sosial politik Mesir pada waktu itu. Alasan terakhir ini juga yang memaksanya
hijrah ke Qatar untuk bekerja, di samping karena alasan dari dampak aktivitasnya
dalam pergerakan Ikhwan al-Muslimin yang ditentang oleh pemerintahan Mesir.”

Sebelum memutuskan hijrah ke Qatar, Yusuf Qardawi sempat beberapa
kali ditahan oleh penguasa Mesir karena aktivitasnya mendukung pergerakan
Ikhwan al-Muslimin (yang bergerak di bidang politik). Ia masuk pergerakan ini
dikarenakan memang scjak berusia muda ia sudah mengagumi Hasan al-Banna
(1906-1949). Ia aktif mengikuti kegiatan pergerakan ini sejak ia duduk di bangku
sekolah lanjutan, bahkan ia terlibat dalam menggerakkan dan memimpin
demonstrasi, baik dalam menentang imperialisme inggris maupun menentang
kebijakan pemerintah Mesir yang dinilai tidak tepat.®

Pada awal mula berada di Qatar, Yusuf Qardawi menjadi imam masjid,
mengajar dan berceramah. Kemudian ia secara resmi menjadi warga ncgara
Qatar. Ia pernah menjadi Direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan
Atas di Qatar. Kemudian bersama temannya, ia mendirikan Madrasah Ma’had
ad-Dini, yang merupakan cikal bakal Fakultas Syariah Qatar dan selanjutnya
menjadi Universitas Qatar dengan berbagai Fakultas. Di Fakultas Syari’ah, ia

pernah menjadi ketua Jurusan Studi Islam dan kemudian pada 1977 menjabat

" Armando, Ensiklopedi Islam. 322
8 Ibid
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sebagai Dekan. Setelah masa jabatan Dekan berakhir, ia diangkat menjadi
Direktur Pusat Kajian Sunah dan Sejarah Nabi di Universitas tersebut.’

Sebagai seorang ilmuan, Yusuf Qardawi aktif mengikuti berbagai seminar
internasional atas undangan dari berbagai umiversitas dan lembaga ilmu
pengetahuan. Misalnya, ia aktif dalam seminar pembentukan hukum Islam di
Libya pada tahun 1972, festival pendidikan Nadwah Ulama (Forum Ulama) di
India, Muktamar Internasional pertama mengenai ckonomi Islam, Muktamar
Hukum Islam dan Fikih di Riyad, Muktamar Dakwah dan Da’i di Madinah dan
Muktamar Pelajar Islam di Amerika Serikat dan Canada.'

Di samping itu, Yusuf Qardawi juga aktif sebagai seorang da’i yang banyak
memberikan ceramah keagamaan dan juga memberikan jawaban atas berbagai
pertanyaan dari jamaahnya. Kegiatan dakwahnya ini bukan hanya dilalui dari
masjid ke masjid, lembaga ke lembaga dan beberapa majalah. Bahkan dakwahnya
sudah disiarkan lewat radio, telivisi dan internet yang penyiarannya dapat
didengar dan disaksikan oleh seluruh penjuru dunia. Schingga tidak heran jika
namanya begitu dikenal oleh dunia, terutama dunia Islam."'

Dalam hal pemikiran, khususnya pemikiran Yusuf Qardawi dalam bidang
keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Hasan al-Banna. Ia

sangal mengaguminya dan banyak menyerap pemikirannya. Baginya Hasan al-

° Ibid
' Ibid
"1 Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 11-13
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Banna adalah ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai
agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang
dibawa oleh barat ke Mesir atau dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya,
Y usuf Qardawi juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar."
Di antara guru-guru al-Azhar yang dikagumi sekaligus berpengaruh bagi
keilmuan Yusuf Qardawi adalah Abdul Halim Mahmud, Mahmud Syaltut,
Muhammad al-Khidr, Abdullah Diraz, Muhammad Yusuf, Muhammad al-Bahi
dan Muhammad al-Audan. Selain itu, terdapat juga gurunya di luar al-Azhar, di
antaranya: Hasan al-Banna, Muhammad al-Ghazali, Sayyid Sabiq, Abdul Aziz
Kamil, Abdul Muiz Abdussatar, Abdul Qadir Audah dan Sayyid Qutub."
Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwan al-
Muslimin dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja. Hal
ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya tentang masalah hukum Islam,
misalnya tentang kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi, yang tidak
dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan dalam pemikiran ulama lainnya.*
Yusuf Qardawi merupakan seorang ulama yang aktif menulis artikel
keagamaan di berbagai media cetak dan juga aktif melakukan penelitian tentang
ke-Islam-an. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, tidak

sedikit buku yang telah ia tulis, bahkan hingga saat ini lebih dari seratus buku

12 Dahlan, Ensiklopedi Hukum, 1449
Y Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 5-6
'* Dahlan, Ensiklopedi Hukum, 1449
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yang sudah ia tulis dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di antara buku-
bukunya yang populer ialah: a/-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Figh al-Zakah, al-
‘Ibadah fi al-Islam, Musykilat al-Faqr wa Kayfa Alajah al-Islam, al-Nas wa al-
Haqq, al-Iman wa al-Hayah, al-Hill al Islam, Syari’ah al-Islamiyyah Khuluduha
wa Salihuba Ii Tatbiq Ii Kulli Zaman wa Makan, Asas al-Fikr al-Hukm al Islam,
al-Ijtibad £i al-Syari’ah al-Islamiyyah, Figh al-Siyam dan lain sebagainya.”
B. Metode Ijtihad Y usuf Qardawi

Di dalam Islam terdapat referensi tertinggi yang dibatasi pada dua sumber
yaitu al-Qu'ran dan hadist. Al-Qur’an adalah sumber pertama kemudian baru
hadist. Melalui kedua sumber ini maka dapat diketahui syariat Islam yang
berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan bidang-bidang
kehidupan lainnya.'® Hadis memiliki hubungan yang erat dengan al-Qur’an yaitu
kesesuaiaannya dari segala bentuk, menjadi penjelas dan tafsir bagi al-Qur’an
dan menetapkan hukum baru yang belum ada di dalam al-Qur’an."” Dengan
demikian, hadist memiliki peran sangat penting di dalam Islam bahkan mayoritas
produk hukum fikh dari berbagai mazhab pun merujuk kepada hadist.'®

Menurut Yusuf Qardawi bahwa keberadaan al-Qur’an sebagai sumber

hukum tidak dapat diragukan lagi karena semua yang ada di dalamnya

'3 Ibid, 1449-1450

' Yusuf Qardawi, al-Marji'iyyah al-Ulya, (Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1993), 16

17 Y usuf Qardawi, Madkhal Li Ma’rifah al-Islam, Terj., Zulkhairi Ubat, Menuju Pemahaman
Islam yang Kaffah(Jakarta: Insan Cemerlang, 2003), 456

'8 Jbid, 453. Lihat juga bukunya Kaifa Nata'amal Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyah, (Ma’had al-
Ilm Li Fikr al-Islam, 1990), 54
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ditransformasikan secara mutawattir (gat i as-subuf). Adapun hadist itu sendiri
baru dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah hadist mutawatir, kemudian
hadist ahad yang sanadnya bersambung, perawinya dabit dan ‘adl scrta
matannya tidak cacat dan syaz'® Dengan kata lain, hadist ahad dapat dijadikan
sebagai landasan hukum jika tidak termasuk pada tingkatan hadist dhaif.°

Disamping itu, syariat Islam memiliki sumber-sumber lain, tapi semuanya
masih bertumpu kepada sumber pokok yaitu al-Qur’an dan hadist. Pada sumber-
sumber lain itu ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Sumber yang
disepakati dan dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama yaitu jjima’ dan giyas.
Adapun sumber tambahan yang sering diperselisihkan yaitu istihsan, istislah,
istishab, ‘urf; syar’u man qablana, qaul sahabi dan lainnya. Hukum yang
dihasilkan dari sumber-sumber yang terakhir ini bersifat zann/ karena merupakan
hasil pemikiran dan kesimpulan ijtihad dari para ahli hukum. ?’/

Melihat pada makna atau di/alah lafaz yang terdapat dalam nash, maka
terdapat dua katagori yaitu gar’i dan zanni. Dalam al-Qur’an istilah ini disebut
juga dengan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Adapun qat’i

adalah ayat atau hadist yang telah jelas dengan sendirinya, tegas dan terang

' Yusuf Qardawi, Madkhal Li Dirasah asy-Syariah al-Islarniyah, (Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1993),46
20 Sa'dawi, Qadaya al-Mar'ah, 20
2 Qardawi, Madkhal Li Dirasah, 49 dan 28
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maknanya. Sedangkan zanni adalah ayat atau hadist yang mengandung berbagai
penafsiran atau satu lafadz yang memiliki kandungan makna lebih dari satu.”?
Menurut Yusuf Qardawi pintu ijtihad selalu terbuka dan tidak layak bagi
siapa pun untuk menutupnya. Walaupun demikian, ruang lingkup ijtihad itu
hanya pada hukum yang status dalilnya zann/ (tidak pasti). Jika status dalilnya
gat’i maka tidak perlu ijtihad. Dalil yang zann/ bisa bersifat perkiraan dilihat dari
segi validitas datanya (subut), maknanya (dilalah) atau keduanya secara
bersamaan. Dengan demikian tidak diperkenankan berijtihad dalam masalah yang
sudah pasti dan jelas di dalam nash, seperti kewajiban puasa, pengharaman riba,
serta bagian waris 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan dan sebagainya.”
Sebagian besar nash-nash hukum diturunkan dalam bentuk yang global dan
muatan hukumnya bersifat umum. Nash-nash tersebut tidak menjelaskan bagian-
bagian hukum dan tata caranya secara terperinci, kecuali untuk masalah-masalah
yang sifatnya baku dan tidak berubah sekalipun tempat dan waktu telah berubah,
seperti masalah ibadah, pernikahan, kewarisan atau urusan keluarga lainnya.**
Adapun terhadap masalah-masalah yang dapat berubah biasanya syariat
mengaturnya secara umum dan fleksibel, agar syariat tidak membuat manusia
merasa sempit ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang terkadang baik

pada saat, situasi, atau kondisi tertentu, tetapi tidak pada yang lain. Seperti

22 Qardawi, al-Marji’iyyah, 208 dan 257. Lihat juga bukunya Fi Figh Awlawiyat, 87 dan juga
buku Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 20.

B yusuf Qardawi, Jjtihad Fi asy-Syari’ah al-Islamiyah, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), 65.
Lihat juga bukunya Madkhal Li Dirasah, 244

2% Ibid, 157 dan 222
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prinsip “musyawarah” (al-Syura: 42), nash tidak menjelaskanya secara terperinci
karena setiap zaman tentunya memiliki cara masing-masing.”’

Sebagaimana pada umumnya bahwa pembagian hukum itu melingkupi dua
bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Prinsip dasar dalam ibadah bagi manusia adalah
menyembah (hak tuhan) dan mengikuti nash tanpa melihat makna dan maksud. Jiwa
yang bersih adalah hasil dari ibadah yang benar, bukan inti akhir dari ibadah. Maka
ketika tidak terwujud hasilnya bukan berarti dibolehkan untuk meninggalkannya
tapi harus diinstropeksi. Jadi ibadah adalah tujuan bukan wasilah.”®

Adapun prinsip dasar dalam muamalah adalah lebih melihat makna, maksud,
hikmah dan rahasia. Dalam syariat muamalah, baik perintah maupun larangan itu
memiliki maksud untuk kemaslahatan manusia, bahkan syariat juga meluaskan
penjelasannya dengan illat dan hikmah schingga akal langsung menerimanya. Maka
syariat memiliki maksud untuk mengikuti makna, bukan terbatas pada teks. Dalam
pelaksanaannya bisa jadi berbeda dengan teks tapi selaras dengan makna yang
dikandung dalam teks. Adapun urusan keluarga terkecuali dalam masalah ini.?’

Menurut Yusuf Qardawi, yang menjadi titik tekan dari syariat adalah
memegang teguh teks-teks gar’7 baik dari segi subut atau dilalaknya, sehingga
tidak melupakan teks-teks partikular dari al-Qur’an dan hadist, tetapi dalam satu

waktu juga tidak memisahkan dari maksud-maksud syariat yang global. Bahkan

25 s
Ibid, 157
26 Yusuf Qardawi, Dirasah Fi Figh Maqasid as-Syari’ah, Terj., Arif Munandar Riswanto, Figih
Maqashid Syariah, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007) 205
¥ Ibid, 220-222



55

teks-teks yang partikular dipahami dalam bingkai maksud-maksud yang global
sehingga mengembalikan furu’kepada usul, mutasyabihat kepada mubkamat®®

Hal di atas jelas berbeda dengan aliran Zhahiriyah Baru yang lebih
bergantung kepada teks-teks partikular, memahami secara literal, mengingkari
ta’lil hikmah dan juga giyas sehingga pemahaman mereka jauh dari maksud-
maksud syariat yang ada dibelakangnya. Begitu pula berbeda dengan aliran
Liberal/Sekuler yang lebih bergantung kepada maksud-maksud syariat
(mengatasnamakan maslahah) dengan menganulir teks-teks partikular di dalam
al-Qur'an dan hadist, karena bagi mereka agama itu subtansi bukan simbol
sehingga mereka menolak teks-teks mufikamat dan juga menolak hadist shahih.?®

Sebagaiman pada penjelasan di atas, bahwa tidak seluruhnya syariat itu
bersifat tetap, sebagian bersifat tidak tetap bahkan mayoritas hukum yang ada
bersifat zanni atau jjtihadiyah yang mungkin terjadi perubahan hukum. Menurut
Yusuf Qardawi ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perubahan
hukum/fatwa, diantaranya yaitu perubahan tempat, waktu, kondisi, tradisi, ilmu
pengetahuan, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, kondisi sosial ekonomi
dan politik, pendapat dan pemikiran dan musibah (ujian dan cobaan).*

Yusuf Qardawi menegaskan, bahwa tidak semua kehidupan berubah, di

dalamnya ada yang tetap dan ada yang berubah. Segala sesuatu di dalam

2% Ibid, 39

2 Ibid, 37-39

30 Yusuf Qardawi, Mujibat Taghayyur al-Fatwa Fi Asrina, Terj, Arif Munandar Riswanto,
Faktor-faktor Pengubah Fatwa, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009),53-54
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kehidupan secara bentuk memang berubah, tetapi subtansinya tidak berubah. Di
dalam kehidupan ini manusia telah melakukan banyak perubahan, tetapi esensi
manusia tidak berubah. Fitrah, karakter asli dan kebutuhan fundamental manusia
akan selalu melekat pada dirinya sepanjang waktu. Dengan landasan seperti ini,
maka teks-teks syariat dapat dijadikan aturan bagi manusia.’’

Menurut Yusuf Qardawi bahwa syariat Islam memiliki tujuan umtuk
menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.’’ Jika dipahami, perintah-
perintah syariat itu berdampak kemaslahatan, sedangkan larangan-larangannya
mencegah kerusakan.’> Namun terkadang tujuan syariat itu tampak jelas di balik
sebuah hukum dan terkadang juga samar, tersembunyi dan hanya dapat diketahui
oleh orang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang seluk-beluk hukum.**

Secara hakiki, Allah tidak akan membuat suatu hukum kecuali untuk
kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, tidak ada hukum syariat yang gat’/
menyalahi kemaslahatan manusia yang gat ’, karena Dia adalah pencipta manusia
yang tentunya mengetahui sesuatu yang lebih memaslahatkan manusia. Hal yang
mungkin terjadi, adanya kontradiksi antara kemaslahatan gat’j dengan teks tidak

gat’i yang bisa ditakwil, atau adanya kontradiksi antara teks gar’/ dengan

3 1bid, 31

32 Qardawi, Madkhal Li Dirasah, 60

¥ Ibid, 61

3% Ibid, 86. Lihat juga bukunya, Dirasah Fi Figh, 20
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kemaslahatan yang diada-ada. Maka, tidak ada kemaslahatan hakiki dalam
menyamakan warisan anak laki-laki dan perempuan, dan sebagainya.”

Dalam memberikan fatwa hukum, Yusuf Qardawi memiliki metode yaitu
menghindari fanatisme atau taklid buta sehingga setiap pendapatnya selalu
diikuti dengan landasan dalil yang kuat. Kemudian bersikap di tengah-tengah
antara yang terlalu ketat dan yang terlalu longgar. Di samping itu dia menganut
prinsip dasar dalam syariat yaitu kemudahan dan meniadakan kesulitan.*®
Sehingga yang memudahkan lebih diprioritaskan dari pada yang memberat kan.*’

C. Pandangan Yusuf Qardawi tentang Hak Reproduksi

Menurut Yusuf Qardawi bahwa Islam sangat memperhatikan peran seorang
istri (ibu), terutama saat bersusah payah melaksanakan beban reproduksi yaitu
meliputi mengandung, melahirkan dan merawat anaknya. Bahkan tidak sedikit
dari ayat al-Quran dan hadis Rasulullah yang memberikan apresiasi lebih
kepadanya.*® Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam urusan keluarga
tidak hanya suami, melainkan istri juga mendapat kedudukan dan keistimewaan
serta hak yang seimbang sesuai dengan kewajibannya.

Dalam hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini, maka demikian

uraian dan penjelasan dari pandangan Yusuf Qardawi mengenai hak-hak

% Qardawi, Dirasah Fi Figh, 143-151

3¢ Yusuf Qardawi, ak-Fatwa Baynal Indibat wa Tasayyub, Tetj., Ali Tsauri, Etika Berlatwa dan
Mufti Masa Kini. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994), 107-110

YYusuf Qardawi, F7 Figh al-Awlawiyat, Terj., Moh. Nur Hakim, Fikih Prioritas (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), 95

3 Yusuf Qardawi, Markaz al-Mar’ah fi al-Hayah, Terj., Dadang Sobar Ali, Perempuan dalam
Pandangan Islam, (Bandung:Pustaka Setia,1996), 71-76
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reproduksi istri yang di antaranya melingkupi: hak menikmati hubungan seksual,
hak menentukan kehamilan dan hak menentukan kelahiran.
C.1. Hak Menikmati Hubungan Seksual

Islam menyadari bahwa dorongan seksual merupakan fitrah dasar manusia.
Selanjutnya, untuk menyalurkan dorongan seksual ini, Islam memerintahkan
untuk menikah. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa merupakan
tujuan kejiwaan dari pernikahan adalah untuk melukiskan ketentraman nafsu
seksual dengan memperoleh keragaman cinta antara suami-istri.”’ Di samping
ity, Islam juga mengecam sikap ekstrem yang memandang kegiatan seksual
sebagai perbuatan kotor yang menjijikkan atau menjauhinya dengan jalan /htisa
(pengebirian) serta tidak ingin beristri.*® Rasulullah menegaskan: “Sehari-hari
aku sholat malam dan tidur, makan-minum dan berpuasa, Akan tetapi aku juga
beristri. Siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan dari umatku”*!

Selanjutnya dalam kehidupan keluarga, bahwa hubungan seksual antara
suami-istri memiliki arti penting dan pengaruh besar. Tidak mengindahkan
persoalan ini dapat mengeruhkan suasana kehidupan keluarga karena dapat
berakibat buruk seperti keguncangan, ketegangan, merana dan sebagainya.
Bahkan dapat berujung pada kehancuran rumah tangga atau perceraiaan. Islam

tidak sedikit pun melupakan suatu kenyataan bahwa masalah seks merupakan

3 Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 187

0 yisuf Qardawi, al-Fatawa al-Mu’asirah, Jilid 1, (Kairo: Dar Al-Qalam, 2000), 485. Lihat
juga bukunya Markaz al-Mar’ah, 102

* mam Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, (Beirut: Dar
al-Kutub, 2003), 520
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salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat peka (sensitif), khususnya
dalam kehidupan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, sebenarnya agama Islam
telah menetapkan secara jelas ketentuan-ketentuan hukumnya.*?

Islam menetapkan hak dan kewajiban antara suami-istri dalam kehidupan
keluarga untuk menyambut baik suatu kenyataan adanya faktor seksual dan
menganjurkan kegiatan seksual kepada keduanya. Bahkan Islam memandang
bahwa antara suami istri yang saling memenuhi kebutuhan syahwat itu adalah
suatu sedekah atau ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut Yusuf Qardawi, Islam menyadari bahwa sesuai dengan fitrah dan
adat kebiasaan, suami adalah pihak yang meminta, sedangkan istri adalah pihak
yang diminta. Menurut lazimnya dalam hal ini laki-laki (suami) lebih keras
keinginannya dan kurang begitu sabar. Ironisnya, hal ini berbeda dengan
sebagaimana yang dikatakan orang bahwa syahwat perempuan (istri) lebih kuat
dibanding dengan syahwat laki-laki (suami). Padahal sungguh kenyataan telah
membuktikan sebaliknya dan kenyataan itulah yang diakui oleh syariat. #

Dalam hubungannya, lazim kiranya jika syariat mewajibkan istri untuk
memenuhi ajakan suaminya tanpa menunda-nunda waktunya. Sesuai hadist:

1930 e cilS Ofg wlald arlod azargy Jorilt s 13
Artinya: “Jika Istri dipanggil suaminya untuk kcperluan itu (hubungan seksual),

hendaklah ia (istri) segera mendatanginya, walaupun ia sedang berada
di atas Tanur yaitu tempat pembakaran roti (HR. Tirmidzi). gl

2 Ibid, 484
* Ibid '
4 Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Syaurah, Sunan at-Tirmiz, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr,2005), 386
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Hadist ini jelas memperingatkan agar istri jangan sampai menolak permintaan
suaminya tanpa uzur sehingga membuat suami marah kepadanya. Pertimbangannya,
sangat dimungkinkan bahwa seorang suami yang tidak sanggup menahan
rangsangan syahwatnya yang memuncak dapat terdorong ke arah prilaku serong atau
memikirkan kemungkinkan dapat berlaku serong atau yang pasti sekurang-
kurangnya suami merasa gelisah dan resah.*’ Dalam hadist lain juga ditegaskan
bahwa ‘Jika suami mengajak istrinya ke alas ranjang tapi ia menolak sementara
suami marah, maka malaikat melsknatinya sampai subuh (HR. Bukhari Muslim).*®

Selain itu, dalam Islam juga melarang terhadap istri untuk meninggalkan
tempat tidur suaminya. Rasulullah bersabda: “Jika istri bermalam meninggalkan
tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya hingga ia kembali’ (IIR.
Muslim),*” bahkan dalam Islam tidak membolehkan istri untuk mengejakan
shalat sunat atau puasa sunat tanpa persetujuan dari suaminya. 48

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa semuanya itu jika istri menolak ajakan
suaminya tanpa uzur atau alasan yang dapat diterima. Seperti, sakit, dipaksa
harus berulah di luar batas kesanggupannya, atau halangan yang dibenarkan oleh
syariat dan lain sebagainya. Disamping itu suami juga harus menyadari dan

memahami terhadap adanya uzur atau halangan-halangan tersebut.*’

* Qardawi, al-Fatawa, Jilid 1, 485-486
* asy-Syaukani, Nayl al-Autar, 596

*” Imam Muslim, Sahih Muslim, 539
* Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 122

* Qardawi, al-Fatawa, Jilid 1, 486
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Terkait dengan hubungan seksual antara suami istri, telah dilukiskan dalam
al-Qur’ an secara jelas sebagai berikut:

Menurut Yusuf Qardawi ayat ini tidak bermaksud lain kecuali suami dapat
menggauli istrinya (hubungan kelamin) dengan posisi bagaimana pun atau
dengan cara apa saja yang suami sukai asalkan tetap pada tempat “bercocok
tanam” yaitu alat kelamin (al-Baqarah: 223).’' Dengan demikian, maka tidak
boleh bagi suami untuk menggauli istrinya melalui duburnya.”

Di samping mengindahkan kebutuhan dan kekuatan syahwat yang ada pada
laki-laki (suami), Islam juga tidak melupakan hak-hak perempuan (istri). Seorang
istri pun juga berhak untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan. Rasulullah
memperingatkan para sahabat (para suami) yang selalu berpuasa di siang hari dan
shalat di malam hari.® Seperti yang terjadi pada sahabat Abdullah Bin Umar,
sehingga Rasulullah berkata:

B> clde slay b1y B> clde lidd Oy

Artinya: “Fngkau mempunyai kewajiban terhadap badanmu dan engkau pun
mempunyai kewajiban terhadap istrimu.”*

Disebutkan juga dalam sebuah riwayat, bahwa Ibnu Abbas berdiri di depan

kaca untuk memperindah penampilannya,® ketika ditanya tentang hal ini, Ia

0 Depag Rl, al-Qur’an dan Terjemahnya, 54

3! Qardawi, al-Fatawa, Jilid 1, 490

52 Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 189

5% Qardawi, al-Fatawa, Jilid 1, 486

5% Nur ad-Din Ali Bin Abi Bakr al-Haysami, Majma’ al-Zawaid, Jilid V1L, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412), 482
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menjawab: “aku berdandan untuk istriku sebagaimana ia berdandan untukki’.
Setelah itu [a membaca ayat: “ Dan mereka (para istri) mempunyai hak seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang patut...” (al-Baqarah: 228).%°

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hak berhubungan seksual
merupakan hak masing-masing dari suami-istri yang harus diberikan secara baik dan
juga sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman “Mereka itu adalah pakaian bagi
kalian, sedangkan kalian adalah pakaian bagi mercks’ (al-Baqarah:187)." Hubungan
suami istri diungkapkan dengan istilah pakaian karena sesuai dengan fungsinya yaitu
sebagai hiasan, penutup yang menempel, dan menghangatkan*®

Terkait dengan hal di atas, menurut Qardhawi bahwa setidaknya istri digauli
empat hari sekali (standar), karena jumlah istri yang dibolehkan adalah empat orang,
maka menggauli istri boleh ditangguhkan hingga batas tersebut. Hal ini boleh
ditambah atau dikurangi sesuai dengan keperluan untuk menjaga ifisan (menjaga
kesucian diri dari perbuatan zina) karena menjaga shsan istri itu kewajiban suami.*”

Peringatan Islam kepada suami dalam melampiaskan syahwatnya agar
jangan sampai tidak mengindahkan keinginan dan perasaan istri. Oleh karena itu,
lazim kiranya jika sampai ada hadist yang menganjurkan adanya “pendahuluan”

sebelum memulai hubungan scksual. Adapun maksud dari istilah pendahuluan

>* Qardawi, Markaz al-Mar’ah, 110. Lihat juga bukunya Madkhal Li Ma’rifah, 336
3¢ Abu Bakr Abdullah Bin Muhammad Bin Abi Syaybah, Musnaf Fi al-Ahadis wa al-Asar, Jilid

IV, (Ri;/ﬁd: Maktabah Rasydi, 1409 H), 196

7

Depag RI, al-Qur’an dan Terjemalhnya, 30
® Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 114
% Qardawi, al-Fatawa, Jilid 1, 490, dikutip Dari al-Ghazali, Zjya’ Ulum al-Din, Jilid 11, 50
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yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat membangkitkan selera syahwat.
Misalnya, bercanda, berciuman dan sebagainya. Hal ini perlu agar tidak
sepenuhnya sama dengan hubungan kelamin yang dilakukan oleh binat ang.%
Masalah di atas merupakan masalah yang sering diabaikan oleh seorang
suami, sebagaimana terdapat hadist yang berbunyi “Ada tiga kelemahan pada
pihak suami, yaitu suami mendekati istrinya, kemudian langsung menggaulinya
sebelum bercakap-cakap, bercengkerama dan bertidur terlebih dulu. Akhirnya
pibak suami terpenuhi kebutuhannya, sedangkan pihak istri belum terpenuhi
kebutuhannya” (HR. Abu Mansur al-Dailamiy). Menurutnya, walaupun hadist ini
daif isnad-nya, akan tetapi kandungannya sesuai dengan fitrah yang sehat °!
Dalam menguatkan argumentasinya Yusuf Qardawi juga mengambil
pendapat Ibn al-Qayyim yang pada intinya sama bahwa sebelum berhubungan
kelamin, suami harus bercengkrama dengan istrinya, menciuminya dan
mengulum lidahnya. Maka dilarang bersetubuh tanpa suatu pendahuluan.62
Menurut Yusuf Qardawi, bahwa ketika suami sudah terpenuhi kebutuhannya
sedangkan istri belum, maka hendaknya suami tidak tergesah-gesah mengakhiri
hubungan seksual tersebut sebelum istrinya terpenuhi juga kebutuhannya. Jika suami
menghentikannya, maka dapat mengguncangkan syahwat istrinya schingga ia tidak

mendapatkan kepuasan yang semestinya. Padahal bagi pihak istri akan dirasa lebih

0 7bid 486-487
U 1bid, 487
52 Ibid, 488-489
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memuaskan jika diakhiri secara bersamaan.%® Selanjutnya selaras dengan hal ini, lazim
kiranya jika tidak diperbolehkan bagi suami melakukan ‘az/ kecuali dengan izin dan
kerelaan dari istrinya karena ia juga berhak untuk memperoleh kepuasan.**

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam hubungan
seksual, walaupun suami memiliki keistimewaan tertentu bukan berarti
dibolehkan bagi suami untuk mengabaikan begitu saja hak dan kebutuhan istri.
C.2. Hak Menentukan Kehamilan

Tujuan pokok dari pernikahan adalah demi kelangsungan jenis manusia,
sedangkan kelangsungan jenis manusia itu sendiri hanya mungkin terwujud
dengan berlangsungnya keturunan.”’ Dalam al-Qur’an pun disebutkan bahwa
Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan
bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu...(an-Nahl: 72).%¢
Islam sendiri sangat suka atas banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak,
baik laki-laki maupun perempuan. Namun di balik itu, bukan berarti tidak
diperkenankan kepada manusia untuk mengatur keturunannya itu apabila
didorong oleh alasan dan kebutuhan tertentu.”’

Dalam hubungannya, Islam tidak menginginkan umatnya banyak seperti buih,
melainkan menginginkan kuantitas dan kualitas sekaligus. Bahkan jika keduanya

sampai bertentangan sehingga harus memilih salah satunya, maka kualitas harus

S Ibid, 487

% Qardawi, Kaifa Nata’amal, 119
 Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 157

% Depag Rl, al-Qur’an dan Terjemahnya, 275
¢ Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 191
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lebih didahulukan dari pada kuantitas.”® Maka memiliki anak sedikit berkualitas
lebih diutamakan dari pada memiliki anak banyak tidak berkualitas.

Berdasarkan penyataan di atas, maka sebenarnya tidak ada penghalang dari
syariat Islam antara keluarga dan pengaturan keluarga (keluarga berencana),
dalam artian keluarga boleh membuat jarak waktu antara satu orang anak dengan
anak yang akan dilahirkan setelahnya, sehingga anak mendapatkan hak-haknya
secara penuh seperti menyusu dan dirawat dengan baik. Bahkan dalam al-Quran
sendiri disebutkan bahwa masa susuan itu berlangsung selama dua tahun, bagi
yang ingin menyempurnakan susuannya.69

Kehamilan seorang istri memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan
dan kemampuannya dalam merawat dan mendidik anak dengan baik, secara
jasmani, rohani maupun sosial. Sehingga apabila terlalu cepat hamil, maka tidak
mungkin melakukan seluruhnya dengan baik karena selalu hamil, melahirkan dan
menyusui. Menurut Qardawi, dalam Islam setiap jiwa tidak dibebani kecuali
sesuai kemampuannya. Begitu pula seorang ibu hendaknya tidak dicelakai karena
anaknya. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Maka kemaslahatan
ibu dan anak perlu diperhatikan dan tidak boleh saling membahayakan.

Cara yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi untuk

menentukan kehamilan adalah dengan cara az/ yaitu mencabut zakar dari vagina

8 Qardawi, F7 Figh al-Aulawiyat, 50-51. Lihat juga buku Sa’dawi, Qadaya al-Mar'ah, 157
% Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 157-158
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istri agar sperma keluar di luar vagina karena khawatir terjadi kehamilan.”® Para
sahabat banyak yang melakukan ‘az/ ketika Rasulullah masih hidup dan wahyu
pun masih terus turun. Sebagaiamana disebutkan dalam salah satu riwayat 7
s LAl Jjm 15
Artinya: “Kami melakukan azl, sementara al-Qur’an sedang diwahyukan”
(HR. Muslim).”

Menurut Qardawi bahwa jika wahyu Allah berdiam diri tentang sesuatu,
berarti sesuatu itu diizinkan dan boleh dilakukan. Tentu saja, para sahabat
mempunyai pemahaman sempurna tentang syariat, termasuk prinsip utama yaitu
tidak ada praktek yang dilarang kecuali berdasarkan larangan nash yang jelas.” Di
samping itu banyak perawi hadist yang meriwayatkan tentang dibolehkannya *az]
bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa ‘ az/ adalah dibolehkan.” Maka suami
diperkenankan melakukan &7/ untuk mencegah atau mengatur kehamilan istrinya.

Di samping itu, bukan berarti bahwa suami istri yang melakukan ‘ 2z/ dapat
dipastikan tidak akan hamil dan mempunyai anak, yang menjadikan hamil atau
tidak, sepenuhnya kehendak Tuhan dan manusia tidak dapat mengelakkannya.
Kehamilan dapat saja terjadi karena ketika persetubuhan dengan ‘az/ terkadang

ada setetes mani yang masuk, yang menyebabkan kehamilan, sedangkan dia tidak

® Abdul, Ensiklopedi Hukum, 158

™ Qardawi, at Halal al -Haram, 191

™ Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, (Bairur: Dar
al-Kutub, 2003), 451

™ Abd ar-Rahim Umran, Js/am dan KB, (Jakarta: Lentera, 1997), 88

™ Qardawi, Kaifa Nata’amal, 121
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mengetahuinya. Hal ini juga dapat dijadikan scbagai dalih untuk membantah
anggapan orang Yahudi bahwa ‘ az/itu adalah pembunuhan kecil.”

Menurut Yusuf Qardawi, dalam kehidupan keluarga ada beberapa alasan
atau petimbangan yang dapat mendorong suami-istri untuk melakukan praktek
Keluarga Berencana. Di antaranya yang terpenting adalah adanya kekhawatiran
terhadap keselamatan jiwa dan keschatan ibu, apabila hamil melahirkan serta
menyusui. Hal ini setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh dokter yang
dapat dipercaya.”® Dalam al-Qur’an Allah berfirman bahwa “janganiah kamu
mencampakka dirimu ke dalam kebinasaan’ (al-Baqarah: 195).”

Di antaranya juga adanya kekhawatiran akan terjadi kesulitan dunia yang
berakibat pada kesulitan agama orang tuanya, schingga melakukan hal-hal yang
terlarang demi kepentingan anaknya’® Allah berfirman “Allsh menghendaki
kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan baginni’ (al-Baqarah: 185).”
Oleh karena itu, keinginginan orang tua untuk memiliki anak dengan jumlah tertentu
harus disesuaikan dengan kesanggupannya dalam memeliharanya agar tidak
membawa malapetaka dan melengahkannya dari agama atau ibadah kepada Allah.*

Di samping adanya kekhawatiran pada orang tua, adanya kekhawatiran

juga terhadap anak mengenai kesehatan dan pendidikannya yang dimungkinkan

8 Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 191

7 Ibid, 191-192

”? Depag Rl, al-Qur’an dan Terjemahnys, 31
® Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 192

7 Depag Rl, al-Qur’an dan Tegjemahnya, 29
8 Abdul, Ensikiopedi Hukum, 885
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dapat terganggu.®' Dalam hadist dinyatakan bahwa ada scorang laki-laki datang
kepada Rasulullah dan berkata: “Aku melakukan ‘azl pada istriku’. Rasulullah
bertanya: “Mengapa kamu melakukan itu?’’ Dia menjawab: “Karena aku kasihan
kepada anak-anaknya’ Kemudian Rasulullah bersabda: “Seandainya hal itu
berbahaya, niscaya berbahayalah bangsa Persia dan Rumawi’ (HR. Muslim).®
Selanjutnya, menurut Yusuf Qardawi bahwa keharusan melakukan °az/
yang biasa dikenal dalam syara’ ialah kerena mengkhawatirkan kondisi
perempuan yang sedang menyusui kalau sampai hamil dan melahirkan anak baru.
Nabi menamakan bersetubuh ketika perempuan masih menyusui dengan sebutan
gayl karena penghamilan itu dapat merusak air susu ibu dan melemahkan anak.
Oleh karena itu, Nabi membimbing supaya meninggalkan gay/ tapi tidak pada
tataran haram, karena ada indikasi bahwa tidak sepenuhnya berbahaya bagi anak-
anaknya dan juga atas pertimbangan untuk menghindari dampak buruk bagi
suami, yang terkadang tidak dapat menahan syahwatnya yang begitu keras.*
Pada zaman sekarang ini sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat
dipastikan kemaslahatannya. Menurut Yusuf Qardawi, bahwa maslahah itulah
yang dicita-citakan Rasulullah yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari
bahaya termasuk menjauhi mafsadah yang lain pula, yaitu bersetubuh dengan

istrinya selama menyusui karena hal itu sangat memberatkannya. Dengan dasar

81 Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 192
* Imam Muslim, Sahih Muslim, 543
8 Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 192-193, dikutip dari Ibn Qayyim Zad al-Ma’ad, Jilid 1V, 16
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ini, maka dapat memperkirakan jarak yang pantas antara dua anak, yaitu sekitar
30 atau 33 bulan, bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuan (2 tahun).*

Pengaturan jarak kehamilan harus tetap dijadikan masalah yang
disesuaikan dengan kondisi keluarga dan juga harus disepakati oleh suami istri
tanpa mempersulit dirinya dalam dunia dan agamanya. Di samping itu,
pengaturan kehamilan ini tidak perlu dijadikan sebagai falsafah umum bagi
negara yang dibebankan kapada masyarakat secara kescluruhan.®

Yusuf Qardawi mengambil pendapat Imam Ahmad yang menetapkan
bahwa menentukan atau mengatur kehamilan adalah diperkenankan apabila istri
mengizinkannya karena dia berhak terhadap anak, di samping itu dia juga berhak
bersenang-senang. Selanjutanya berpegang juga pada salah satu riwayat bahwa
Umar bin Khatab berpendapat bahwa ‘ 2z/ (menentukan kehamilan) itu dilarang,
kecuali dengan izin istri. ** Dengan demikian, maka istri mempunyai hak secara
mutlak untuk menentukan atau mengatur kehamilannya. Namun, di samping itu
tidak bermaksud menafikan terhadap keberadaan haknya suami.
C.3. Hak Menentukan Kelahiran

Islam memandang bahwa kehidupan janin merupakan kehidupan yang
terhormat, karena janin adalah makhluk hidup yang wajib dijaga. Sebagai bukti,

syariat Islam memperkenankan perempuan hamil untuk berbuka puasa, apabila

8 Ibid, 193
* Sa'dawi, Qadaya al-Mar’ah, 159
8 Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 194
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dapat mengkhawatirkan dan mengancam keschatan janinnya. Begitu pula di
wajibkan menunda gisas dan rajam bagi wanita hamil, hingga selesai melahirkan
dan menyusui dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa
pada dasarnya syariat Islam mengharamkan melakukan pengrusakan dan
penganiaan terhadap janin, sekalipun hal itu dilakukan oleh orang tuanya.®’
Lazim kiranya, jika syariat Islam tidak membenarkan terhadap paktek
pengguguran kandungan yang sudah berwujud. Bahkan seluruh ulama ahli fikih
sudah sepakat bahwa pengguguran kandungan setelah janin diberi nyawa
hukumnya haram dan dianggap sebagai suatu tindakan kriminal. Bahkan
dianggap sebagai pembunuhan terhadap manusia hidup yang wujudnya telah
sempurna. Pengguguran semacam ini dapat dikenakan djyar (anak lahir hidup
lalu mati) atau denda kurang dari djyar (anak lahir dalam keadaan mati).®®
Selanjutnya, pada masa sebelum ditiupkannya roh pada janin atau sebelum
120 hari, masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya
ada yang membolehkan menggugurkannya sebelum 40 hari dan juga ada yang
membolehkannya sebelum 120 hari. Imam Hanafi mengatakan bahwa dibolehkan
menggugurkan janin di bawah 120 hari walapun tanpa udzur, dan sebagian ulama

mazhab Hanafi mengatakan bahwa harus disertai udzur yang jelas.*

8 Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 162
8 Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 194
% Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 167-169



71

Di samping itu, tidak sedikit dari para ulama yang menentang pendapat di
atas. Salah satunya adalah Imam al-Ghazali, menurutnya bahwa sekalipun mencegah
kehamilan diperbolehkan karena alasan tertentu yang dibenarkan syariat, namun dia
membedakan antara mencegah kehamilan dan menggugurkan kehamilan setelah
adanya. Mencegah kehamilan tidak sama dengan menggugurkan kehamilan karena
pengguguran merupakan pembunuhan atau suatu tindakan kriminal terhadap
manusia yang sudah wujud, sedangkan wujudnya sendiri bertahap.g0

Wujud kejadian manusia di dalam rahim itu bertahap. Di antaranya, tahap
pertama adalah bersarangnya sperma dalam rahim dan bercampur dengan sel
telur istri serta dalam keadaan siap menghadapi hidup. Maka merusak atau
menggugurkanya adalah merupakan tindakan kriminal. Jika sperma (autfah) ini
sudah menjadi segumpal darah dan segumpal daging, maka tindakan kriminal
dalam hal ini lebih kejam lagi. Jika ruh telah ditiupkan dan sudah sempurna
kejadiannya, maka tindakan kriminal dalam hal ini jauh lebih kejam lagi. Yang paling
tinggi adalah apabila anak tersebut telah lahir dalam keadaan hidup kemudian
diblmuhnya(’”Oleh karena itu, pengguguran kandungan itu haram dan pengharaman
itu semakin membesar dengan semakin berkembangnya proses pertumbuhan janin.92

Sebagian pakar kedokteran dan bedah juga mengomentari pendapat para

ulama yang memperbolehkan pengguguran janin sebelum ditiupkannya roh,

% Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 195, dikutip Dari Thaya’, Kitab an-Nikah, 47
9 3
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bahwa hukum para ulama itu hanya didasarkan pada pengetahuan di masa itu.
Jika mereka mengetahui apa yang kita ketahui bahwa hakikat janin sebagai suatu
makhluk hidup istimewa (yang mewariskan gen orang tuanya dan keluarganya),
niscaya mereka akan merubah hukum mereka sesuai dengan berubahnya 7l/at,
sebab hukum ditetapkan sesuai dengan 7//at, yaitu ada atau tidak adanya.”

Dalam keadaan seperti di atas tidak diperbolehkan melakukan pengguguran
kandungan, kecuali jika berdasarkan penyelidikan yang dapat dipertanggung-jawabkan
kebenaranya bahwa hidupnya anak dalam kandungan akan membahayakan kehidupan
ibu, maka syariat Islam dengan kaidah yang umum telah memerintahkan untuk
mengambil salah satu darurat yang paling ringan (akhafTu ad- adararain). Maka apabila
kehidupan anak itu menyebabkan ajalnya ibu, sedangkan salu-satunya jalan untuk
menyelamatkannya ialah pengguguran, maka saat itu dapat diperkenankan.**

Seorang ibu tidak boleh dikorbankan untuk keselamatan anaknya, karena ibu
adalah pokok dan hidupnya sudah dapat dipastikan, dia mempunyai hak kebebasan
hidup, mempunyai hak dilindungi oleh hukum dan mempunyai kewajiban serta
sebagai tiang rumah tangga. Maka tidak rasional jika dikorbankan untuk
menyelamatkan janin yang belum tentu hidup dan memperoleh hak dan kewajiban.”®

Sudah menjadi sunnatullah bahwa ada juga janin tidak normal yang

menderita cacal atau mengidap kelainan. Hal ini dapat diketahu lewat

» Ibid, 167
** Qardawi, al-Halal wa al-Haram, 194
% Ibid



73

penyelidikan dan pemeriksaan para dokter. Keadaan seperti ini tentunya
bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh orang tua sebelumnya, sehingga
tidak sedikit yang melakukan pengguguran kandungan karena permasalahan ini.
Dalam hal ini, maka seorang ibu sebenarnya tetap diperintahkan untuk
mempertahankan kandungannya dan menyerahkan semua itu pada Tuhan, karena
tidak sedikit juga dari hasil penyelidikan dokter yang ternyata salah.”

Dalam hubungannya, ketidak-normalan yang biasa diderita manusia setelah
lahir merupakan hal yang biasa dikenal manusia dalam sepanjang sejarah. Mereka
tidak keberatan dan merasa disusahkan apabila orang-orang cacat itu terlibat dalam
kegiatan mereka. Bahkan dalam sejarah itu sendiri telah dicatat banyak orang cacat
yang namanya terukir atas prestasi dan karya-karya yang mengagumkan. Maka tidak
boleh meyakini, ilmu akan merubah tabiat manusia dengan berbagai perangkatnya.’’

Dalam kasus lain terdapat juga pengguguran kandungan karena alasan
ekonomi. Alasan ini sungguh telah mengingkari bahwa akan adanya jaminan
rezeki yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk hidup (Hud: 6). Dalam
hubungannya, karena di dalam rahim sudah ada wujud yang merupakan
kehidupan dan hal ini berbeda jauh dengan pengaturan kehamilan yang belum ada

sama sekali, yang berarti belum ada harapan kehidupan. Dengan demikian, maka

% Yusuf Qardawi, al- Fatawa, Jilid 11, (Kairo: Dar al-Wafa’, 1993), 548-549
% Ibid, 549
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dalam hal ini orang tua, terutama ibu tidak dapat menjadikan alasan ekonomi
sebagai alasan syar’i untuk mendapatkan hak mengguguran kandungannya.”®
Dalam masyarakat terdapat juga problematika seperti banyak perempuan yang
menjadi korban pemerkosaan dan tidak sedikit berakibat pada kehamilan. Menurut
Qardawi bahwa keadaan seperti ini merupakan udzur yang kuat bagi perempuan dan
keluarganya kerena dia sangat benci terhadap janin tersebut serta ingin terbebas
darinya. Oleh karena itu, hal ini merupakan rukhsah (kemurahan dan kebolehan) yang
difatwakan karena darurat yang telah disesuaikan kadarnya.”® Namun jika perempuan
tersebut tetap bertahan untuk menjaga janinnya hingga melahirkan, maka hal ini
menjadi tanggung jawab sosial dan juga pemerintah untuk memelihara dan memberi

nafkah anak tersebut baik melalui departemen sosial atau yayasan sosial tertentu.

% Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah, 158 dan 170
% Qardawi, al- Fatawa, Jilid 11, 611-612



BAB IV
ANALISIS PEMBAHASAN

A. Persamaan antara Pandangan Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi tentang
Hak-hak Reproduksi Istri
1. Hak Menikmati Hubungan Seksual

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami
bahwa antara Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi, terdapat beberapa
persamaan dalam memandang masalah terkait dengan hak istri dalam
menikmati hubungan seksual, di antaranya adalah:

Pertama, dalam pandangan Masdar dan Qardawi sama-sama menyatakan
bahwa Islam tidak hanya mengindahkan kebutuhan syahwat suami tapi juga
kebutuhan syahwat istri. Maka bagi istri memiliki hak juga untuk memperolch
kesenangan dan kepuasan dalam berhubungan seksual. Oleh karena itu, untuk
melindungi hak istri dalam hubungan seksual, maka bagi seorang suami
dianjurkan untuk berhias dan berdandan sebagaimana istrinya. Hal ini
berdasarkan sebuah riwayat bahwa Ibnu Abbas berkata: “aku berdandan untuk
istriku sebagaimana ia berdandan untukku’.

Kedua, dalam pandangan Masdar dan Qardawi sama-sama menyatakan
bahwa Islam memperingatkan kepada seorang suami yang melampiaskan
syahwatnya agar jangan sampai tidak mengindahkan keinginan dan perasaan

istri. Oleh karena itu, sebelum memulai hubungan seksual perlu adanya

75



76

pendahuluan, yakni perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat membangkitkan
sclera syahwat seperti bercumbu rayu, berciuman dan sebagainya. Hal ini
berdasarkan sebuah hadis bahwa “Jika seorang di antara kalian menggauli
istrinya, maka janganlah melakukannya seperti dua ckor unta atau keledai.
Hendaklah memulainya dengan rayuan dan ciuman’ (HR. Ibnu Majah).

Ketiga, dalam pandangan Masdar dan Qardawi sama-sama menyatakan
bahwa dalam berhubungan scksual ketika suami sudah mencapai orgasme lebih
dulu atau sudah terpenuhi kebutuhannya sedangkan istri belum, maka jangan
tergesah-gesah untuk mengakhirinya. Hal demikian dikarenakan dapat
mengguncangkan syahwat istri schingga tidak memperolehkan kepuasan yang
semestinya, karena bagi pihak istri akan dirasa lcbih memuaskan jika diakhiri
secara bersamaan. Hal ini sejalan dengan dilarangnya °‘az/ tanpa izin istri,
karena dapat merusak juga kenikmatan istri. Ibnu Umar berkata; ” Rasulullah
melarang seorang melakukan ‘azl 1anpa seizin istrinya’ (HR. Ibnu Majah).

Keempat, dalam pandangan Masdar dan Qardawi sama-sama
menyatakan bahwa istri memiliki hak untuk menolak permintaan (tidak
melayani) suaminya dalam berhubungan scksual jika keadaan istri itu sendiri
terdapat uzur atau alasan tertentu seperti sakit, atau diminta untuk berulah di
luar kesanggupannya. Di samping itu, suami pun harus menyadari sepenuhnya
terhadap alasan-alasan tersebut sehingga tidak sampai memaksakan kehendak

kepada istrinya demi terpenuhi syahwatnya. Jika sampai dilakukan oleh suami,
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maka sama saja mengejar kenikmatan scksual di atas penderitaan istri, padahal
perbuatan tersebut tidak bermoral dan bertentangan dengan agama.
Menanggapi hal di atas, pada dasarnya argumentasi dari Masdar dan
Qardawi tersebut adalah sejalan dengan yang dipesankan al-Qur’an:
Bosaally Hale ol e 5405

Artinya: “Dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”(al-Bagarah: 228).'

Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa istri mempunyai hak atas
suaminya seimbang dengan hak suami atas dirinya. Oleh karena itu, hendaklah
masing-masing pihak menunaikan segala yang wajib ditunaikan kepada pihak
lain dengan cara yang ma’ruf Maka seorang suami dianjurkan bertutur-sapa
dengan baik kepada istrinya dan berlaku dengan baik dalam semua perbuatan
dan penampilan, termasuk juga dalam berhubungan seksual, sebagaimana
suami pun menyukai hal tersebut dari istrinya. Namun demikian, semuanya itu
harus dalam batasan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.”

Berdasarkan hal di atas, maka ketika istri dalam keadaan uzur atau
terdapat alasan-alasan tertentu, seperti sakit atau diminta untuk berulah di luar
kesanggupannya dalam berhubungan seksual, maka istri pun berhak
menolaknya dan suami tidak boleh memaksa istrinya, karena hal ini diluar

kemampuannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fighiyah berikut ini;

' Depag, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Toha Putra, 1990), 55
? al-Imam al-Hafid ‘Imad ad-Din Abi Fada’ Ibnu Katsir ad-Damasyqi, 7afsir Ibnu Katsir, Jilid 1,
(Bairut: Dar al-Kutub, 2008), 248
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Artinya: ‘Kewajiban itu terkait dengan kemampuan, maka tidak ada

kewajiban kalau tidak mampu’”’

Lebih Lanjut, dalam Tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menegaskan
bahwa dalam ayat di atas, penyebutan hak istri lebih didahulukan dari pada
kewajibannya, tidak lain dinilai sebagai penegasan terhadap hak-hak istri,
sekaligus menunjukan betapa pentingnya hak-hak itu untuk diperhatikan oleh
suaminya, termasuk juga haknya dalam berhubungan seksual.*

Apalagi dalam konteks kekinian banyak ditemukan kasus di lapangan
yaitu banyaknya istri yang tidak memperoleh haknya, khususnya dalam
hubungan seksual sehingga menjadi korban atau pemuas nafsu belaka bagi
suaminya, seperti kasus pelecehan seksual atau KDRT yang saat ini semakin
marak terjadi. Parahnya kasus ini berakibat secara serius pada diri istri baik
secara fisik maupun psikis. Maka dapat dipahami pada dasarnya bukanlah
agama yang tidak memberikan hak-hak bagi istri, tapi pihak suamilah yang
tidak mau menyadari atau memberikan hak-hak istri secara penuh.

Berdasarkan hal di atas, maka pandangan Masdar dan Qardawi kiranya
cukup relevan dan patut direalisasikan bagi pasangan suami-istri dalam

membina kehidupan keluarga, demi terwujudnya rasa kasih sayang dan

? Ahmad Sabiq Bin Abdul Lathif, Qawaid al-Fighiyah, (Gersik: Pustaka al-Furqan, 2009), 242
* Quraish Shihab, 7a/5ir al-Misbah, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 490
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ketentraman bagi keduanya. Dengan demikian, maka pihak istri bukan lagi
menjadi pihak subordinasi atau korban pelecehan seksual semata (KDRT).
. Hak Menentukan Kehamilan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami
bahwa antara Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi terdapat beberapa
persamaan dalam memandang masalah hak istri dalam menentukan atau
mengatur kehamilan, di antaranya adalah:

Pertama, dalam pandangan Masdar dan Qardawi sama-sama menyatakan
bahwa Islam tidak menginginkan umatnya banyak seperti buih, melainkan
menginginkan kuantitas dan kualitasnya sekaligus. Bahkan jika sampai
bertentangan antara keduanya, maka kualitas harus lebih diutamakan dari pada
kuantitas. Oleh karena itu, bagi pasangan suami-istri dalam hal memiliki anak
harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah anak dan mutu pada
anak itu sendiri. Dengan demikian, maka tidak dilarang bagi suami-istri untuk
mengatur kehamilannya agar masuk pada waktu-waktu yang tepat, sechingga di
satu sisi ibu bisa beristirahat dan kembali mampu menpersiapkan keluarga dan
mendidik anak-anaknya dengan baik.

Menanggapi hal di atas, maka kiranya argumentasi Masdar dan Qardawi

sejalan dengan yang dipesankan al-Qur’ an;

e 1 Bk B85 s 0 15 5 ol 55
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Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mercka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka” (an-Nisa’: 9).°

Dalam ayat ini jelas menegaskan bahwa kualitas, mutu atau
kesejahteraan seorang anak itu jangan sampai terabaikan, karena pada akhirnya
akan bermadharat bagi orang tuanya, lebih-lebih anaknya kelak. Oleh karena
itu, tidak masalah bagi pasangan suami-istri ingin memiliki banyak anak dan
keturunan asalkan diimbangi dengan mutu dan kesejahteraannya.

Kedua, dalam pandangan Masdar dan Qardawi sama-sama menyatakan
bahwa memiliki anak atau tidak, merupakan hak berdua suami-istri karcna
seorang anak tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi dari keduanya (sperma
suami dan ovum istri). Oleh karena itu, istri memiliki hak untuk menentukan
kehamilannya scbagaimana suaminya, sehingga perlu adanya kesepakatan
antara suami bersama istrinya. Hal ini berdasarkan prinsip ajaran yaitu
musawarah antara pihak-pihak yang berwewenang, yang punya urusan
bersama, yakni suami-istri. Bahkan dalam hal ini, pihak istri mendapat
perhatian yang lebih karena nantinya istri akan menanggung resiko yang besar
ketika memasuki masa kehamilan, melahirkan dan menyusui sehingga
keselamatan jiwanya benar-benar harus diperhatikan dengan baik.

Menanggapi hal di atas, sebagaimana disebutkan al-Qur’an bahwa

pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat antara laki-laki dan

5 Depag, al-Qur’an dan Terjemahnya, 116
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perempuan, yang Allah menjadi saksinya pula baginya (misagan galidan).
Setiap perjanjian tidaklah terlepas dari peran-serta pihak-pihak yang
bersangkutan di dalamnya. Begitu pula dalam urusan keluarga tidak dapat
terlepas dari peran-serta suami dan istri. Oleh karena itu, dalam mengambil
keputusan hendaklah berdasarkan kesepakatan bersama. Maka tidak lazim
kiranya jika dalam menentukan kehamilan ini sepenuhnya diserahkan pada
suami, apalagi dalam hal ini pihak istri mempunyai peran signifikan sebab
akan menanggung resiko saat hamil, melahirkan dan memelihara anak.
Dalam al-Qur’an sendiri telah dicontohkan tentang perlunya kesepakatan
dan musyawarah antara suami bersama istrinya, yaity;
Lgle 715 6 U5 Ldds o 58 Yiab 1351 Op
Artinya: “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas
keduanya” (al-Baqarah: 233).°
Ayat ini menunjukan, dalam hal menyapi susuannya anak saja, syariat
menckankan adanya keputusan berdasarkan kerclaan dan musyawarah antara
suami-istri. Lebih-lebih dalam hal menentukan kehamilan, punya anak, serta
berapa jumlahnya, maka tentu amat perlu adanya musyawarah. Hal ini karena
pada akhirnya nanti yang akan menanggung semua resiko dan tanggung jawab

terhadap anak-anaknya tidak lain adalah mercka berdua yakni suami-istri.

¢ Depag, al-Qur’an dan Terjemahnya, 57
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Ketiga, dalam pandangan Masdar dan Qardawi sama-sama menyatakan
bahwa pengaturan atau penentuan kehamilan adalah menjadi pilihan bebas
bagi pihak yang bersangkutan, yaitu istri bersama suaminya. Adapun semua
pihak selain keduanya, termasuk pemerintah dan perusahaan tempat kerjanya,
tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya, walaupun dengan berbagai
macam alasan. Oleh karena itu, pengaturan kehamilan tidak perlu dijadikan
sebagai falsafah umum bagi suatu negara yang dibebankan kapada masyarakat
(suami-istri) secara keseluruhan. Hal ini karena pada akhirnya yang akan
menanggung semua resiko, baik resiko kesehatan jasmani maupu mental
adalah mereka berdua, terutama istri sebagai ibu.

Menanggapi hal di atas, scbagaimana diketahui tidak sedikit negara yang
telah mengadakan Program Keluarga Berencana. Hal ini dapat diperkenankan jika
berdasarkan pertimbangan demi kesejahteraan penduduk Misalnya, di Indonesia
terdapat masalah ledakan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan
perekonomian nasional, sarana pendidikan, sarana keschatan dan scbagainya. Jika
pemerintah tidak melaksanakan program tersebut, maka keadaan rakyat di masa
mendatang bisa menderita. Lebih lanjut, sebenarnya antara keperluan dan
persediaan yang tidak berimbang tersebut telah bersinggungan dengan petunjuk al-
Qur’an secara global bahwa alam raya ini berjalan atas dasar pengaturan yang serasi

dan perhitungan yang tepat (ar-Rahman: 7-9) dan (al-Mulk: 3).

! Shihab, Perempuan, 245
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Berdasarkan hal di atas, maka lazim kiranya jika dalam keadaan tertentu
pemerintah ikut campur dalam menentukan kehamilan (Keluarga Berencana),
asalkan sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Dalam Kaidah Fighiyah ditegaskan; ®

dodaally by de J Je ol Y OB

Artinya: “Kebijaksanaan Imam (pemerintah) terhadap rakyatnya bisa
dihubungkan dengan (tindakan) kemaslahatan.”

Lebih lanjut Mahmud Syaltut dalam sebuah bukunya al-Fatawa pun
menegaskan bahwa tidak dilarang usaha pengaturan/penjarangan kelahiran,
atau usaha pencegahan kehamilan sementara atau untuk selamanya,
sechubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik untuk kepentingan
keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan
negara.” Maka dapat di pahami, dalam menentukan kehamilan, tidak secara
mutlak di tangan suami-istri, akan tetapi pemerintah juga bisa diperkenankan
ikut campur di dalamnya karena adanya faktor situasi dan kondisi tertentu.

3. Hak Menentukan Kelahiran

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami
bahwa antara Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi, terdapat persamaan
pandangan terkait hak istri dalam menentukan kclahiran, di antaranya adalah;

Pertama, dalam pandangn Masdar dan Qardawi sama-sama menyatakan

bahwa istri (ibu) tidak mcmiliki hak untuk menentukan kelahiran (aborsi)

¥ Mahjuddin, Masailul fighiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 73
’ Mahmud Syaltut, at Fatawa, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001), 294-297
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setelah usia janin dalam kandungannya melewati masa empat bulan (120 hari),
yang jelas keharamannya karena sudah ditiupkannya ruh. Namun demikian
terdapat pengecualiaan, yakni jika hidupnya janin dapat membahayakan
keselamatan jiwa ibu, maka berdasarkan kaidah hukum Islam diperintahkan
untuk mengambil salah satu darurat yang paling ringan (akhaflu ad-adararain).

Dalam hubungannya, menyelamatkan jiwa ibu adalah mahdharatnya
lebih ringan dari pada menyelamatkan janinnya, schingga tidak dibenarkan jika
ibu harus dikorbankan demi janinnya, dengan alasan yaitu; perfama, ibu adalah
pokok atau tiang bagi keluarga (suami dan anak-anaknya) sedangkan janin
adalah cabang. Kedwa, hidupnya ibu sudah dapat dipastikan beserta segenap
hak dan kewajibannya, sedangkan hidupnya janin belum dapat dipastikan
begitu pula hak dan kewajibannya. Ketiga, jika terjadi kematian pada ibu,
deritanya akan lebih dirasakan banyak orang, lebih-lebih suami dan anak-
anaknya, sedangkan kematian pada bayi tidaklah demikian.

Dalam menanggapi hal di atas, maka argument Masdar dan Qardawi
terdapat relevansinya dengan salah satu kaidah fighiyah berikut ini;

:,.Eéd\ J.,.a.'n.'i o 6,.9‘ .33’,34.“ S

Artinya: ‘“Memelihara yang telah ada adalah Ilebih baik dari pada

mengharapkan suatu hasil yang belum pasti”"’

Dari kaidah di atas, kiranya jclas menunjukan bahwa menjaga seorang

ibu yang sudah pasti hidupnya harus lebih didahulukan dan diutamakan dari

104, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), 213
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pada memelihara janin yang belum pasti hidupnya, karena bisa jadi ketika bayi
itu dikeluarkan dari rahim ibunya ternyata kemudian meninggal.

Bahkan dalam kaitanya dengan hal di atas, dalam al-Qur’an lebih
ditegaskan lagi berupa syariat untuk menjaga kehidupan manusia, yaitu;

o e G- WSS B 209

Artinya: “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan scorang manusia,

Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia
semuanya” (al-Maidah: 32)."!

Ayat ini secara eksplisit menunjukan bahwa membunuh seseorang itu
adalah seperti membunuh manusia seluruhnya, karena orang-seorang itu adalah
anggota masyarakat dan karena membunuh seorang berarti juga membunuh
keturunannya. Apalagi dalam konteks ini, ibu mempunyai peran penting dalam
keluarga, di samping sebagai pendamping suami, juga sebagai pengemban
reproduksi (mewujudkan keturunan) bagi kcluarga sckaligus masyarakat, Maka
menjaga jiwa ibu merupakan suatu keharusan yang tidak layak ditawar lagi.

Kedua, dalam pandangan Masdar dan Qardawi sama-sama menyatakan
bahwa terdapat hak untuk menentukan kelahiran (aborsi) bagi wanita hamil
akibat (korban) pemerkosaan. Menurut mereka berdua bahwa keadaan seperti
ini merupakan udzur yang kuat karena janin yang ada dalam kandungannya
dapat memberikan tekanan yang mendalam secara psikis, baik bagi ibu

maupun keluarganya, disebabkan keberadaannya janin tersebut tidaklah

" Depag Rl, al-Qur’an dan Terjemahnya, 164
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dikehendaki atau bahkan sangat dibenci karena hasil pemerkosaan. Lebih
lanjut, demi menghindari dosa atau kriminal yang lebih besar sebagaimana
yang seringkali terjadi, yaitu membunuh bayi sctelah lahir atau setelah 120
hari yang sangat diharamkan, maka diperkenankan baginya umntuk
menggugurkan kandungan scgera setelah terjadi pemerkosaan tersebut.

Menanggapi hal di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa wanita yang hamil
akibat pemerkosaan secara psikis sangatlah tertekan atau bahkan bisa jadi dapat
menghancurkan sisa hidupnya. Oleh karena itu, keadaan ini merupakan dharurat
schingga perlu ada keringanan. Maka berlaku kaidah fikih “ad-daruratu tubifu al-
makhzurar’”™ Namun hal ini harus tetap disesuaikan dengan kadarnya (tugaddaru bi
gadarihd), maka jika dengan keadaan ini, wanita itu tctap sabar dan sanggup
merima nasibnya, maka tidaklah mengapa baginya untuk menjaga anak itu hingga
lahir meskipun bukan anak sah (tanpa perkawinan). Namun biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak ini menjadi tanggung jawab sosial dan pemerintah.

Dalam hubungannya, argumentasi di atas senada dengan sebuah
majalah al-Buhus al-Fighiyyah al-Mu’asirah (kajian figh kontemporer) Saudi
Arabia, No. XVII, rubrik Masail fi al-Figh, hal. 204-205, menycbutkan:

“Apabila perempuan itu tidak merasa yakin mengenai keadaannya

sesudah terjadi pemerkosaan itu, karena beberapa scbab yang dibenarkan
agama (al-‘adzar asy-syar’iyyah) dan usia janin sudah melebihi 120 hari,
maka kaidah agama memberikan peluang bagi pengguguran kandungan

terscbut, scperti keadaan dharurat, tetapi dia harus membayar kifarat
(tebusan)...Keadaan dharurat ini dapat terjadi pada kasus pemerkosaan.

"2 Djazuli, Kaidah-Kaidah, 72-73
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Perempuan dalam keadaan itu pada umumnya mengalami penderitaan
kejiwaan yang bisa menimbulkan penderitaan fisik dan mental, bahkan bisa
jadi menghancurkan hidupnya. Oleh karena itu pengguguran kandungan
dalam keadaan seperti ini dipandang lebih ringan dibanding kematian.
Keadaan dharurat juga terjadi karena adanya anak yang tidak sah, yang
memerlukan biaya dari orang yang memeliharahnya atau mendidiknya.
Apalagi kenyataan pada masyarakat di negara-negara Islam pada umumnya
masih belum dapat menerima kelahiran anak yang dilahirkan secara tidak
sah. Ini juga berakibat terganggunya kehidupan mereka. Akan tetapi, apabila
perempuan yang diperkosa tadi menerima nasibnya dan hal itu tidak
menimbulkan akibat buruk bagi jiwa maupun tubuhnya, dia wajib tidak
menggugurkannya dan mendidiknya agar menjadi anak yang soleh.” "
B. Perbedaan Pandangan antara Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi tentang

Hak-hak Reproduksi Istri

1. Hak Menikmati Hubungan Seksual

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami
bahwa antara Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi terdapat perbedaan
dalam memandang hak istri dalam menikmati hubungan seksual, yaitu;

Dalam pandangan Qardawi bahwa secara fitrah dan kebiasaan, suami
adalah pihak yang meminta, sedangkan istri yang diminta, karena suami lebih
keras keinginannya dan kurang begitu sabar menahan syahwatnya dibanding
istri. Oleh karena itu, syariat mewajibkan istri untuk memenuhi ajakan
suaminya tanpa menunda-nunda waktunya, sesuai dengan hadist: “Jika suami

mengajak istrinya ke atas ranjang (api ia menolak sementara suami marah,

maka malaikat melaknatinya sampai subuh” (Bukhari Muslim). Lebih lanjut,

"> Husein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Y ogyakarta:
LKIS, 2007), 222
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terdapat pertimbangan bahwa sangat dimungkinkan bagi suami yang tidak
sanggup menahan rangsangan syahwatnya yang memuncak dapat terdorong ke
arah prilaku serong atau memikirkan kemungkinkan berlaku serong, atau yang
pasti sekurang-kurangnya suami akan merasa gelisah dan resah.

Sedangkan dalam pandangan Masdar bahwa hubungan seksual bagi
suami-istri merupakan hak bukan kewajiban, dan kedudukan suami-istri adalah
sebagai subyek yang sama dan setara, schingga tidak ada satu pihak yang
diistimewakan. Oleh karena itu, baik suami maupun istri ada ruang untuk
memilih apakah melakukannya atau tidak, termasuk waktu dan caranya.
Dengan demikian istri pun berhak menolak ajakan suami jika memang tidak
selera melakukannya. Adapun hadis riwayat Bukhari Muslim itu secara harfiah
tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dan mu’asyarah bil ma’ruf, sehingga
banyak ulama mengomentarinya. Misalnya menurut Musthafa, laknat malaikat
terjadi jika penolakan dilakukan tanpa alasan, dan menurut al-Zuhaili bahwa
selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti. Bahkan menurut al-
Syirazi bahwa jika istri tidak terangsang untuk melayaninya diperbolehkan
menawar dan menangguhkannya sampai batas tiga hari, sedangkan jika istri
sakit, maka tidak wajib melayaninya sampai sakitnya hilang.

Dalam menanggapi hal di atas, lebih-lebih terkait dengan hadist yang
diriwayatkan oleh dua imam terpercaya yaitu Bukhari dan Muslim, maka ada

baiknya merujuk pada penjelasan Ibn Hajar al-Asqalani, yang terkenal scbagai
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ahli hadist. Dalam karyanya Fath al-Bari disebutkan; hadits itu
mengisyaratkan bahwa kesabaran laki-laki (suami) untuk meninggalkan
hubungan seksual itu lebih lemah dari pada kcsabaran perempuan (istri), dan
juga mengisyaratkan bahwa kegoncangan jiwa laki-laki inilah yang mendorong
dirinya kepada pernikahan (persctubuhan). Oleh karena itu, syariat
memerintahkan kepada kaum istri agar membantu suami dalam hal ini."

Dalam hubungannya, kandungan hadist ini pun sesuai dengan kebenaran
teorinya Charles Darwin, yang menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki
keinginan yang begitu keras untuk melakukan hubungan seksual sepeti halnya
laki-laki, hal demikian pun juga terjadi pada kebanyakan binatang. Rangsangan
seksual laki-laki sangat mudah bangkit schingga hampir tidak ada suami yang
cnggan atau menolak bila diundang oleh istrinya. Hal demikian tentu berbeda
dengan perempuan yang lcbih kuat menahan dorongan seksualnya.'®

Menyadari hal di atas, maka baik suami maupun istri dalam berhubungan
seks tidak boleh mengsampingkan prinsip muasyarah bil ma’ruf Dalam artian,
hendaklah bagi suami bersikap lemah lembut dalam meminta atau mengajak
istrinya untuk berhubungan scks. Begitu pula bagi istri, hendaklah bersikap
kasih sayang dan memenuhi permintaan suaminya walaupun agak sibuk,

kecuali jika sakit atau diminta untuk berulah di luar kesanggupannya. Dengan

'* Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, Jilid IX, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1407 H), 206
'* M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari Nikah Mut 'ah sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama sampai
Bias Baru, Dari Cinta sampai Scks, (Jakarta: Lentcra Hati, 2005), 314
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demikian, maka tidak ada suatu pcluang bagi scorang suami untuk dapat
sewenang-wenang melakukan subordinasi atau pelecehan scksual terhadap
istrinya, seperti yang akhir-akhir ini marak bermunculan yaitu banyak istri
yang menjadi korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
. Hak Menentukan Kehamilan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami
bahwa antara Masdra F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi terdapat perbedaan
dalam memandang hak istri dalam menentukan kehamilan, di antaranya;

Pertama, dalam pandangan Masdar bahwa memiliki keturunan bukanlah
tujuan pokok dari pernikahan tapi hanya sekadar harapan atau dambaan banyak
orang, kerena jika scbagai tujuan maka tidak realistis sebab jika tidak berhasil
berarti pernikahan boleh dibubarkan, padahal anak adalah kehendak tuhan
sepenuhnya. Maka tujuan pokoknya adalah untuk mewujudkan rasa kasih-sayang.
Sedangkan menurut Qardawi bahwa memiliki keturunan merupakan tujuan pokok
dari pernikahan, karena keberlangsungan jenis manusia tidak bisa terwujud
kecuali dengan berlangsungnya keturunan. Al-Qur’an pun menyebutkan bahwa
Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan
bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu~cucu.. .(an-Nahl: 72).

Dalam menanggapi hal di atas, ada baiknya merujuk pada pendapat Abu
Ishaq asy-Syatibi. Dalam karyanya al-Muwafaqgat, asy-Syatibi menjelaskan

bahwa dalam hukum Islam mempunyai dua peringkat tujuan, yaitu tujuan



91

utama (a/-maqasid al-asliyah) dan tujuan pendukung (a/-maqasid at-tabiah).
Dalam pernikahan, yang menjadi tujuan utama adalah untuk melestarikan jenis
manusia di muka bumi (#ifz an-nasl), karena hal ini merupakan salah satu dari
lima tujuan syariat, di samping memelihara agama, jiwa, akal dan harta.
Dengan demikian dapat dipahami, perkawinan adalah upaya memenuhi
kewajiban untuk melestarikan umat manusia di muka bumi.

Di samping itu, dalam pernikahan juga terdapat magqasid at-tabiah, yakni
tujuan sekunder yang sifatnya mendukung bagi tujuan pertama yang bersifat
primer. Misalnya, adanya nafsu seksual yang dapat terpenuhi secara halal
melalui pernikahan, adanya rasa kasih sayang, adanya ketentraman dalam
keluarga dan sebagainya.'® Oleh karena itu, agar tujuan utama dan skunder
dapat berjalan lancar, maka masing-masing suami istri hendaklah terbebas dari
segala hal yang bisa menghalangi terwujudnya tujuan tersebut, seperti cacat
berupa; impoten, tersumbatnya farji, kusta, gila, AIDS dan sebagainya, maka
pihak yang tidak sabar boleh mundur dari pernikahan.'’

Kedua, menurut Masdar bahwa suami-istri memiliki hak atau pilihan
bebas untuk menentukan suatu kehamilan asalkan mempertimbangkan
keschatan dan keselamatan, selain itu ditekankan juga mempertimbangkan

terwujudnya keturunan yang berkualitas, seperti ungkapannya “punya anak

'* Abu Ishaq asy-Syatibi, a Muwafaqat, (Beirut: Dar al-Kutub, 2006), 323-325
'7 Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana,
2010), 127-130
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yang shalih ataukah tidak punya sama sckali”’. Sedangkan mcnurut Qardawi
bahwa hak suami-istri dalam menentukan kehamilan bukan sekedar didorong
atas pertimbangan tersebut, akan tetapi harus didorong olch alasan-alasan kuat
tertentu sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Menanggapi hal di atas, ada baiknya mempertimbangkan juga pendapat
Mahmud Syaltut. Dalam bukunya a/-Fatawa, Mahmud Syaltut mengatakan
bahwa dalam melakukan usaha pengaturan kelahiran, atau usaha pencegahan
kehamilan sementara atau untuk selamanya, hendaklah menghubungkan
dengan situasi dan kondisi tertentu, agar tidak bertentangan dengan syariat
Islam, hukum alam, dan hikmah Allah menciptakan manusia di tengah-tengah
alam semesta ini untuk berkembang-biak dan memanfaatkan karunia Allah
yang ada di alam semesta ini untuk kesejahteraan hidupnya.'®

Dalam hubungannya, agar lebih mengena pada tujuan pernikahan yaitu
untuk memiliki keturunan, setidaknya suami-istri dalam menentukan kehamilan
tidak hanya cenderung menckankan kualitas saja, apalagi sampai beranggapan jika
dirasa tidak sanggup mewujudkannya maka tidak perlu punya anak. Akan tetapi,
hendaklah memperhatikan alasan-alasan tertentu, atau situasi dan kondisi dalam
keluarga yang benar-benar mendorong suami-istri hingga sampai melakukannya,

seperti faktor ckonomi, keschatan, sosial, pendidikan dan sebagainya. Dengan

8 Syaltut, al-Fatawa, 294
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demikian, tujuan pokok pernikahan tidak akan tcrhalangi begitu saja, karena tidak
serta merta suami-istri menghindari kehamilan.
. Hak Menentukan Keclahiran

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab scbelumnya, maka dapat dipahami
bahwa antara Masdar F. Mas’udi dan Yusuf Qardawi terdapat beberapa
perbedaan pandangan terkait hak istri dalam menentukan kelahiran, yaitu:

Pertama, dalam pandangan Masdar sccara umum bahwa istri memiliki
hak untuk mcnentukan kelahiran (aborsi) pada saat janin belum berusia 120
hari karena saat itu belum ditiupkannya ruh schingga janin tidak dapat
dikatagorikan sebagai manusia hidup, apalagi didorong atas pertimbangan
kemaslahatan orang tua dan anaknya. Sedangkan dalam pandangan Qardawi
secara umum, walaupun janin di bawah usia 120 hari belum ditiupkannya ruh,
tetapi keberadaannya dapat dikatagoriakan sebagai manusia hidup, karena
proses kejadiaannya sendiri pun bertahap; mulai dari putfah hingga lahir,
semakin besar tahap kejadiannya semakin dilarang untuk merusaknya. Dengan
demikian, tidak ada hak bagi istri untuk menentukan kelahiran (aborsi).

Menanggapi hal di atas, ada baiknya merujuk pada sebuah hadist yang
diriwayatkan oleh Imam Thabrani, yaitu;
(e aby G I8 B 65 s Sl s a3l O by 3 15y

231 035 4 Ge g8 A Al Sl ptedr 33 HE36

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT bila ingin menciptakan manusia, maka
Dia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian
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akan memancar spcrma ke sctiap pembulu dan anggotanya. Jika sudah
sampai pada hari yang ketujuh Allah SWT menghimpunnya lalu
mendatangkan kepada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan adam”
(HR. Thabrani)."

Hadist di atas menunjukan bahwa tahap penciptaan dan pembentukan
manusia dimulai pada sperma (an-nutfah). Kalau penciptaan sudah dimulai
pada tahap ini, maka menggugurkan janin adalah merupakan suatu hal yang
dilarang sekalipun ruh belum ditiupkan ke dalam jasadnya.

Mahmud Syaltut pun menguatkan hal di atas, dengan menyatakan bahwa
sejak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, maka
pengguguran adalah suatu kejahatan dan hukumnya haram, sekalipun janin
belum diberi nyawa, scbab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang
mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang
bernyawa, yakni manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.
Maka semakin besar dosanya apabila pengguguran dilakukan setelah janin
bernyawa, apalagi dibunuh atau bahkan dibuang setelah dilahirkan.?

Kedua, dalam pandangan Masdar bahwa istri memiliki hak untuk
menetukan kelahiran (aborsi) karena faktor ekonomi, scbab hal itu termasuk
dalam pengguguran pilihan (a/-isqath al-ihtiyari), apalagi demi kemaslahatan
dan kepentingan orang tua dan anak. Sedangkan dalam pandangan Qardawi

bahwa istri tidak memiliki hak untuk menentuka kelahiran (aborsi) karena hal

' Imam Abi Ishaq Sulaiman Bin Ahmad ath-Thabrani, a/-Mu jam al-Kabir, Jilid X1V, (Beirut: Dar al-
Kutub), 200
20 Syaltut, al-Fatawa, 290
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ini secara tidak langsung mengindikasikan terhadap penolakan adanya jaminan
rezeki yang diberikan Allah bagi sctiap mahluknya yang hidup.
Dalam menanggapi hal di atas, ada baiknya merujuk dan memperhatikan

terhadap apa yang dipesankan al-Qur’ an berikut ini;

\J_Sl_hrots‘;é,l_so\‘.fb’ "’"""”u}b\&bpﬁ‘ijfbﬁb‘ﬂg

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karcna takut
kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan
juga kepadamu Ses uuggubn ya membunuh mcreka adalah suatu dosa
yang besar”. (al-Isra’: 31).%

Terkait dengan ayat di atas, Hamka dalam kitab Tafsirnya al-Azhar telah
menegaskan bahwa pengguguran kandungan karcna adanya faktor ckonomi
atau kekhawatiran terjadi kemiskinan pada orang tua karena menaggung biaya
hidup anaknya, adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat. Hal ini karena
sewaktu janin berada dalam kandungan walaupun belum ditiupkan ruh sudah
ada tanda-tanda kchidupan, yang wajib dipclihara sampai lahir. Dengan
demikian, maka kiranya Allah akan menjamin rezekinya sehingga orang tua
tidak perlu menghawatirkan rezeki atau biaya hidup anaknya.”?

Ketiga, dalam pandangan Masdar bahwa istri memiliki hak untuk
menentukan kelahiran (aborsi) karena pertimbangan kondisi bayi yang

disebabkan sesuatu hal diduga kecras menderita cacat sepeti; hydrocephalus,

down syndrome dan sebagainya. Sedangkan dalam pandangan Qardawi bahwa

2! Depag Rl, al-Qur’an dan Terjemahnya, 428
22 Hamka, al-Azhar, Juz 15, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 55
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dalam kondisi demikian, istri tetap tidak memiliki hak untuk menentukan
kelahiran (aborsi) karena tidak sedikit juga dari penyelidikan dokter yang
ternyata salah schingga diharuskan bertawakal, apalagi kecacatan itu sendiri
sudah menjadi hal yang biasa dikenal dalam sepanjang sejarah kehidupan
manusia. Oleh karena itu, tidak boleh berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan
dan teknologi dapat merubah tabiat kehidupan umat manusia.

Menanggapi hal di atas, Dar al-Ifia’ Arab Saudi menyatakan bahwa
tindakan aborsi karena alasan cacatnya janin adalah tidak dibolehkan. Memang
ada keinginan untuk melindungi masyarakat dari bayi-bayi yang cacat, tapi
untuk merealisasikannya dengan jalan aborsi tidak dapat dibenarkan. Dalam
[slam agaknya lebih mecnekankan pentingnya menyelesaikan masalah dari
akarnya,seperti cacat Retardensi Mental (keterbelakangan mental) kebanyakan
diakibatkan dari alkohol, maka Islam pun melarang minum alkohol. Begﬁu
pula cacat Down Syndromc itu kebanyakan diakibatkan dari perkawinan
sedarah atau karena usia ibu yang sudah lanjut, maka Nabi pun bersabda:
“Nikahilah sukv yang jauh untuk menghindari keturunan yang lemah’, dan
“Wahai para pemuda, jika engkau telah mampu menikah maka menikahlsh’ >

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi bayi yang cacat dapat membuat

kehidupan suami-istri serta keluarganya menjadi susah dan sengsara. Akan tetapi

dibalik itu tidak mcnutup kemungkinan bahwa dalam diri anak juga terdapat

2 Abu Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi, kontrasepsi dan mengatasi kemandulan, (Bandung: Mizan,
1997), 149-152
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kemampuan lain yang luar biasa. Lebih lanjut, perlu disadari bahwa keadaan anak
ini masih dalam kandungan, yang belum bisa dipastikan benar-benar cacat saat
dilahirkan, karena tidak sedikit juga penyelidikan dokter yang ternyata salah,
maka bertawakal adalah jalan terbaik. Meskipun pada akhirnya terlahir dalam
keadaan cacat, hal itu merupakan ujian dan cobaan Tuhan (al-Insan: 2).

Lebih tegas lagi bahwa hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan
tecknologi tidaklah dapat merubah tabiat kehidupan manusia, bahkan setiap
muatannya pun harus dinilai berdasarkan prinsip yang dianut dalam Islam.
Maka tidak semua hal yang bisa dibuat secara teknis bisa juga dibuat secara
moral. Secara tegas, dari sudut pandang teologis bahwa seorang menderita
cacat tidaklah mengubah status harkat dan martabat hidupnya, karena pada
hakikatnya martabat seseorang tidak tergantung pada bentuknya secara fisik,

apakah cacat atau lengkap, laki-laki atau percmpuan dan scbagainya.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1.

Dalam pandangan Masdar F. Mas’udi bahwa persoalan mendasar dalam hal relasi
suami-istri terkait dengan proses reproduksi adalah menyangkut prinsip
kesetaraan, keadilan, non-diskriminasi dan musyawarah. Di samping itu,
dipandang perlu memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan jiwa, kepentingan
dan kemaslahatan suami-istri (orang tua) serta kecenderungan pada kualitas anak.

Dalam pandangan Yusuf Qardawi bahwa persoalan mendasar dalam hal relasi
suami-istri terkait dengan proses reproduksi adalah menyangkut keseimbangan
antara hak dan kewajiban suami-istri, muasyarah bil ma’ruf antara suami-istri dan
pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Di samping itu, perlu
memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan jiwa dan kemaslahatan mendasar
bagi suami-istri (orang tua) serta kuantitas dan kualitas anak.

Dalam pandangan Masdar dan Qardawi terkait dengan hak reproduksi istri
sepakat menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan pergaulan yang baik dari
suami, istri berhak mengambil keputusan bersama suami (musyawarah) dan

istri berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan jiwanya.

98



99

4. Terdapat perbedaan antara pandangan Masdar dan Qardawi terkait hak reproduksi

istri, yaitu; Perfams menurtt Masdar bahwa suami-istri memiliki hak yang
sama/sctara dalam hubungan seksual, sedangakan menurut Qardawi bahwa suami
memiliki hak yang lebih dibanding istri. Kedua, menurut Masdar bahwa tujuan
nikah bukanlah memiliki keturunan tapi kasih sayang, sechingga dalam menentukan
kehamilan menjadi pilihan bebas bagi suami-istri, sedangkan menurut Qardawi
bahwa tujuan nikah adalah memiliki keturunan sehingga dalam menentukan
kehamilan harus berdasarkan alasan kuat tertentu. Ketjgg, menurut Masdar bahwa
istri memiliki hak menentukan kelahiran sebelum masa 120 hari dikarenakan faktor
ckonomi atau cacatnya janin, sedangkan menurut Qardawi bahwa istri tetap tidak

memiliki hak tersebut walaupun karena alasan ekonomi atau cacatnya janin.

B. Saran

1.

Bagi akademisi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi
dalam tataran keilmuan, schingga dapat mengetahui lebih jauh mengenai
hak-hak reproduksi istri dalam pemikiran para tokoh, atau dapat dijadikan
pertimbangan dalam penelitian berikutnya terkait dengan permasalahan ini.

Bagi pasangan suami-istri diharapkan untuk saling memenuhi hak dan
kewajibannya masing-masing. Lebih-lebih bagi seorang suami diharapkan
memperhatikan dan memenuhi hak-hak istri secara serius, terutama terkait
alat reproduksinya, karena mengingat perannya yang cukup signifikan dalam

mengemban kelangsungan hidup manusia di muka bumi.
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